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ABSTRAK 

 Skripsi yang berjudul “Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” 

merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi dana desa dalam hal meningkatkan pembangunan desa di Desa 

Bohar, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pembangunan desa 

yang didanai oleh dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif deskriptif analitis.Data responden melibatkan 

beberapa aparatur pemerintahan dan masyarakat Desa Bohar. 

 Hasil penelitian ini adalah implementasi DD secara teknis dan administrasi 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dalam perencanaan pembangunan 

partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, dengan keterbatasan masyarakat 

tentang pembangunan desa.Hal ini terlihat dari usulan masyarakat hanya terkait 

pembangunan fisik, bukan usulan pada pemberdayaan masyarakat.Prosentase 

penyerapan pengganggaran untuk desa berkisar antara 57% - 80%.Realisasi 

kegiatan RKPDes tidak semuanya terealisasi, sedangkan kegiatan diluar RKPDes 

terealisasi semua.Secara ekonomi dampak yang ditimbulkan dari adanya DD 

terhadap pembangunan desa dapat dirasakan.Pembangunan saluran air dan jalan 

berdampak secara ekonomi terhadap hasil pertanian dan kelancaran transportasi. 

 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya pemerintah desa 

untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pembangunan 

desa.Sesuai diera teknologi digital, pemerintah desa perlu membuat website untuk 

mempermudah menyampaikan informasi informasi kepada masyarakat. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era otonomi saat ini, pembangunan kini telah dimulai dari 

pemerintahan terendah yakni desa. Keberadaan desa secara yuridis formal 

diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 dimana desa diberi pengertian sebagai 

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Dalam era otonomi sekarang, pemerintah yang akan menggunakan 

anggaran belanja harus sesuai dengan program kerja. Mekanisme anggaran 

yang dikeluarkan tidak lagi money follow function melainkan harus money 

follow program.
1
Money follow program lebih fokus pada program atau 

kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas, serta harus memberikan 

dampak langsung bagi masyarakat.
2
 Sedangkan pada mekanisme money 

follow function pengalokasian anggaran yang digunakan untuk mendanai 

suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing 

satuan kerja atau unit sesuai dengan amanat undang-undang.
3
 

                                                             
1
http://www.bpkp.go.id/berita/read/16150/0/Dari-Money-Follow-Function-ke-Money-Follow-

Programs.bpkp 
2https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-konsep-money-follow-program-

dalam-rapbn-2017/ 
3http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=247 

http://www.bpkp.go.id/berita/read/16150/0/Dari-Money-Follow-Function-ke-Money-Follow-Programs.bpkp
http://www.bpkp.go.id/berita/read/16150/0/Dari-Money-Follow-Function-ke-Money-Follow-Programs.bpkp
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-konsep-money-follow-program-dalam-rapbn-2017/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-konsep-money-follow-program-dalam-rapbn-2017/
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=247
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan 

rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dalam APBDes terdiri dari 

pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Setiap desa memiliki 

sumber pendapatan yang berbeda-beda sesuai dengan besaran potensi desa 

tersebut. Semakin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula 

belanja desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. 

Anggaran menjadi sangat penting dalam meningkatkan 

pembangunan di desa, karena dengan adanya pembangunan yang 

maksimal diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa 

tersebut. Kaho (2002:40) mengatakan bahwa ada empat hal yang paling 

penting dalam partisipasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan 

pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi dalam keputusan atau 

perencanaan. Kedua, partisipasi pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam 

memanfaatkan hasil. Keempat, partisipasi dalam mengevaluasi.
4
Selain dari 

anggaran desa, peran dari masyarakat desa juga sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan pembangunan di desa itu sendiri. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota 

dan diprioritaskan untuk : 

 pelaksanaan pembangunan; dan 

 pemberdayaan masyarakat desa 

                                                             
4 Muhammad Daud, “Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

(Studi Penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”, Jurnal Humaniora, Vol 1, 

No.1(2017). 
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Dana Desa didalam APBN  sebesar 10% dari dana di luar Dana 

Transfer Daerah secara bertahap.
5
 Dengan adanya Dana Desa diharapkan 

pembangunan desa menjadi lebih optimal. Sumber keuangan desa berasal 

dari: (a) Pendapatan Asli Desa; (b) Dana Desa yang bersumber dari 

APBN; (c) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kab/Kota; (d) Alokasi Dana Desa dari kab/kota; (e) Bantuan Keuangan 

dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota; (f) Hibah dan sumbangan pihak 

ke-3, serta; (g) Lain-lain pendapatan yang sah.
6
 

Implementasi anggaran desa di Gampong Lamdingin Kota Banda 

Aceh sudah dikelola dengan baik, secara transparan dan juga partisipasi 

masyarakat yang sangat tinggi.
7
 Hal itu berbeda dengan apa yang terjadi di 

Desa Bandung Kecamatan Gedeg, di desa tersebut partisipasi dari 

masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan masih kurang. Hal 

tersebut mengakibatkan program pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Bandung tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDes).
8
 Sedangkan implementasi dana desa yang sudah 

diterapkan oleh Desa Kancilan, dalam proses pembangunan dan 

pemberdayaan sudah mengacu pada dokumen RJMDes dan RKPDes. 

Tetapi masih terdapat catatan dalam perencanaan, seperti halnya masih 

                                                             
5Ibid., 13. 
6Kemenkeu, Buku Pintar Dana Des, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta, 2017), 12. 
7Muhammad Daud. “Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

(Suatu Penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”.Jurnal Humaniora. Vol.1, No.1 

(2017) 
8Selamet Joko Utomo. “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan 

Gedeg Kabupaten Mojokerto)”.Jurnal Media Trend. Vol.10, No.1 (2015) 
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terdapat prosentase yang tidak berimbang yaitu sebesar 96,44% untuk 

pembangunan desa dan 3,56% untuk pemberdayaan desa.
9
 

Dari hasil penelitian terdahulu implementasi dana desa masih 

belum berjalan secara optimal. Banyak masyarakat yang belum menyadari 

bahwa peran dari mereka sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

pembangunan di desa, seperti halnya peran masyarakat yang ikut serta 

dalam melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, serta 

mengawasi jalannya realisasi pembangunan yang ada di desa. Desa Bohar 

adalah salah satu desa yang memiliki APBDes setiap tahunnya, dimana 

melalui dana desa seharusnya mampu melakukan pembangunan secara 

signifikan dan dapat berkembang seiring bertumbuhnya desa itu sendiri, 

namun hasil yang didapat menunjukkan sebaliknya. Berikut besaran dana 

desa yang diterima oleh Desa Bohar dari tahun 2015 – 2019. 

  

                                                             
9 Ummi Mahbubah, Suparnyo, dan Subarkah. “Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 

2017)”.Jurnal Suara Keadilan.Vol 19, No. 2 (2018). 
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Table 1.1 

Besaran Dana Desa yang diterima Desa Bohar 

 

Tahun Dana Desa 

2015  Rp              278,382,424  

2016  Rp              622,118,012  

2017  Rp              796,741,220  

2018  Rp              706,138,388  

2019  Rp              801,061,227  

Sumber: APBDes Desa Bohar Tahun 2015-2019 

 Berdasarkan informasi yang didapatkan ditemukan bahwa 

kesadaran masyarakat di Desa Bohar untuk turut serta berpartisipasi dalam 

kegiatan pembangunan di desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari 

realisasi kegiatan desa tersebut hampir seluruhnya dilakukan dan 

dikerjakan oleh pemerintah desa secara sepihak, serta pemahaman 

masyarakat tentang pembangunan desa yang masih kurang. 

Oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk mengetahui 

implementasi dana desa yang digunakan dalam proses pembangunan di 

Desa Bohar tersebut, dan juga dampak ekonomi apa yang ditimbulkan dan 

dirasakan oleh masyarakat dengan adanya implementasi dana desa 

terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil 

judul. “Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan 

Desa Di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” dalam 

rentang waktu tahun 2015-2019. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah dan batasan masalah merupakan gambaran mengenai 

pokok-pokok permasalahan yang terdapat di objek penelitian. Berikut 

identifikasi masalah dan batasan masalah: 

1. Identifikasi Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam pemaparan latar 

belakang di atas berikut adalah identifikasi masalahya: 

a. Setiap desa memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda sesuai 

dengan besaran potensi desa. 

b. Dengan adanya Dana Desa seharusnya mampu melakukan 

pembangunan secara signifikan. 

c. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa peran dari 

mereka sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan di 

desa. 

d. Kesadaran masyarakat di Desa Bohar untuk turut serta 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa masih sangat 

rendah. 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah agar penulis 

dapat lebih fokus dalam penelitian ini: 

a. Implementasi dana desa untuk mencapai pembangunan desa pada 

tahun 2015-2019 di Desa Bohar. 
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b. Dampak ekonomi bagi warga atas adanya implementasi dari dana 

desa dalam pembangunan di Desa Bohar tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi dana desa di Desa Bohar? 

2. Bagaimana dampak ekonomi implementasi dana desa dalam 

peningkatan pembangunan bagi Desa Bohar? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian oleh Muhammad Daud (2017) dengan judul penelitian 

“Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu 

Penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”.Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berbentuk deskriptif. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi anggaran Gampong sudah 

dikelola dengan baik, dan secara transparan, membangun Gampong dengan 

gotong royong saling membantu antara satu dengan yang lainnya, partisipasi 

masyarakat yang sangat tinggi dalam meningkatkan pembangunan Gampong, 

seperti memberikan bantuan berupa uang, menyumbangkan pikiran dan 

sebagainya dalam pembangunan Gampong. Serta, Pembangunan infrastruktur 

yang merata tanpa adanya diskriminasi antara masyarakat yang satu dengan yang 

lainnya, mulai dari hal yang terkecil hingga hal yang besar dengan menggunakan 

anggaran desa secara berkelanjutan berdasarkan dengan anggaran yang ada. 
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Terakhir adalah kinerja aparatur Gampong yang selalu mengedepankan 

kebutuhan rakyat, selalu mendukung dan mensupport.
10 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tenang 

pembangunan desa, peran masyarakat dalam pembangunan desa dan 

metode penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sekarang meneliti dana yang 

spesifik untuk pembangunan desa dalam kurun waktu lima tahun dari 

2015-2019 yaitu dana desa sedangkan peneliti terdahulu meneliti anggaran 

desa. Objek penelitian yang digunakan pun juga berbeda. 

Penelitian oleh Selamet Joko Utomo (2015) dengan judul 

penelitian “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) untuk meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di 

Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

ini adalah mekanisme perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa 

Bandung sudah berjalan bagus, dimana dimulai dari tingkatan yang paling 

rendah yaitu RT, namun untuk kedepannya partisipasi masyarakat dari 

yang paling bawah perlu adanya pengakuan atau dilembagakan agar 

masyarakat mempunyai kekuatan dalam menegosiasikan usulan mereka 

dan juga menjamin usulan tersebut direalisasikan oleh pemerintah desa. 

Masyarakat Desa Bandung, akan terlibat dalam proses pembangunan di 

Desa bandung ketika program tersebut memberikan manfaat baginya. Hal 

                                                             
10 Muhammad Daud. “Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

(Suatu Penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”.Jurnal Humaniora. Vol.1, No.1 

(2017) 
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ini menyebabkan program pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa bandung tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDes). Pertanggungjawaban APBDes yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Bandung ditemukan fakta bahwa pertanggungjawaban 

APBDes oleh pemerintah Desa bandung masih sebatas untuk memenuhi 

persyaratan legal formal sesuai dengan perundang- undangan dan belum 

bersifat bertanggung gugat, yaitu pemerintah desa wajib 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pembangunannya kepada 

masyarakat yang dipimpinnya.
11

 

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang 

peningkatan pembangunan di desa dan metode penelitian yang digunakan 

yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah 

peneliti sekarang mengunakan dana desa untuk meningkatkan 

pembangunan desa sedangkan peneliti terdahulu menggunakan anggaran 

APBDes untuk meningkatkan pembangunan. Objek penelitian yang 

digunakan juga berbeda. 

Penelitian oleh Ummi Mahbubah, Suparyono dan Subarkah dengan 

judul penelitian “Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Desa dan pemberdayaan Mayarakat (Best Practice di Desa 

Kancilan Tahun 2017). Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil dari 

penelitian ini adalah proses pembangunan dan pemberdayaan desa sudah 

                                                             
11 Selamet Joko Utomo. “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan 

Gedeg Kabupaten Mojokerto)”.Jurnal Media Trend. Vol.10, No.1 (2015) 
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mengacu pada dokumen RPJMDes dan RKPDes, dalam perencanaan 

tersebut sudah ditetapkan melalui musyawarah, tetapi masih ada beberapa 

catatan dalam perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa, hanya 

saja masih terdapat prosentase yang tidak berimbang dalam 

penyerapannya yaitu sebesar 96,44 untuk pembangunan dan 3,56% untuk 

pemberdayaan masyarakat desa.
12

 

Persamaan dari penelitian ini ialah peneliti sama-sama meneliti 

dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dan metode penelitian 

yang sama yakni kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian 

ini ialah peneliti terdahulu juga meneliti implementasi dana desa dalam 

pemberdayaan masyarakat, peneliti sekarang tidak. Objek yang digunakan 

peneliti sekarang juga berbeda. 

Penelitian oleh Arif Sofianto dengan judul penelitian “Kontribusi 

Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kebumen dan Pekalongan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desriptrif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah masyarakat dan 

pemerintah desa merasa sangat terbantu dengan adanya dana desa. 

Pelaksaan dana desa di Kecamatan Kajen Desa Nyamok dan Desa 

Tanjungsari diarahkan untuk terfokus dalam infrastruktur yang digunakan 

dalam memperlancar arus transportasi seperti jalan. Tetapi kapasitas 

perangkat desa serta masyarakat masih belum sepenuhnya memahami 

                                                             
12 Ummi Mahbubah, Suparnyo, dan Subarkah. “Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 

2017)”.Jurnal Suara Keadilan.Vol 19, No. 2 (2018). 
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prosedur dana desa. Ketentuan yang ada saat ini masih belum dapat 

mengakomodasikan keinginan pemerintah desa maupun masyarakat.
13

 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti dana desa 

dan menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif deskriptif. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah peneliti sekarang meneliti 

tentang implementasi dari dana desa. Objek yang digunakan oleh peneliti 

sekarang juga berbeda dari objek peneliti yang sebelumnya. 

Penelitian oleh Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok 

Kurniasih dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Dana Desa”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah implementasi dana desa di Kabupaten Banjarnegara 

Desa Gumelen Kulon belum berjalan secara optimal karena prioritas 

penggunaan dana desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur 

dan pemberdayaan masyarakat, masih hanya terfokus pada pembangunan 

infrastruktur. Masyarakat desa masih memandang bahwa kebutuhan utama 

saat ini ialah pembangunan infrastruktur, yang tercermin pada setiap kali 

musrenbang tingkat dusun maupun tingkat musrenbang tingkat desa.
14

 

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti 

implementasi dana desa dan metode penelitian yang digunakan juga sama 

yakni kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah 

peneliti sekarang akan meneliti juga dampak ekonomi yang akan terjadi 

                                                             
13 Arif Sofianto. “Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat 

di Kebumen dan Pekalongan”.Matra Pembaruan. Vol 1, No.1 (2017). 
14Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih. “Implementasi Kebijkan Dana Desa”. 

The Indonesian Journal of Public Administration Vol. 3, No.2 (2017). 
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dari adanya implememtasi dana desa. Objek penelitian yang digunkanpun 

juga berbeda. 

Penelitian oleh Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna 

dengan judul penelitan “Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini adalah dengan implementasi dana desa dari sisi proses 

penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan dapat lebih 

diberdayagunakan lagi. Jika dari dana anggaran desa yang semakin besar 

dapat memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk 

pendirian BUMDes. Jika itu berjalan sejalan, maka akan terjadi 

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa.
15

 

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang 

dana desa dan metode penelitian yang digunakan juga sama yakni 

kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah peneliti 

sekarang meneliti implementasi dana desa yang difokuskan dalam 

meningkatkan pembangunan dan juga peneliti sekarang akan meneliti 

dampak ekonomi dari adanya pembangunan tersebut. Objek penelitian 

yang digunakan juga berbeda. 

  

                                                             
15Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Wirana. “Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri”.Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.16, 

No.1 (2016). 
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E. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi dana desa dalam meningkatkan 

pembangunan di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui dampak ekonomi dari implementasi dana desa 

dalam pembangunan bagi Desa Bohar. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis, berikut uraian tentang kegunaan hasil penelitian teoritis 

dan praktisnya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran dibidang keilmuan 

khususnya tentang implementasi dana desa dalam meningkatkan 

pembangunan. 

b. Memperluas dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak 

lain seputar bidang yang diteliti. 

c. Memberikan dan menambah pengetahuan untuk desa dilingkungan 

kita tentang kesesuaian yang ada dilapangan dengan standart yang 

sudah ditetapkan.  
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2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Penulis: diharapkan penulis mendapatkan pengalaman karena 

dapat terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian 

masalah tersebut. 

b. Bagi Desa: diharapkan dengan adanya penelitian ini desa dapat 

mengimplementasikan sumber dana dengan baik dan dengan 

standart yang sudah ditetapkan. 

c. Bagi Masyarakat Desa: diharapkan dengan adanya penelitian ini 

dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa tentang 

implementasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisiapsi 

dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

d. Bagi Universitas: diharapkan dapat menambah literature dan 

referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

G. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah memperjelas tentang pengertian yang 

bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan kata 

kunci dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui 

penelitian. Judul dari penelitian ini ialah “Implementasi Dana Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bohar Kecamatan Taman 

Kabupaten Sidoarjo” untuk memahami istilah-istilah atau kata dari judul 

tersebut maka terdapat beberapa kata kunci yang harus dipahami: 
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1. Implementasi Dana Desa: Proses implementasi yang dimulai dari 

perencanaan penggunanaan Dana Desa (DD), pelaksanaan Dana Desa 

(DD), hingga evaluasi laporan penggunaan dari Dana Desa (DD) 

tersebut. 

2. Meningkatkan Pembangunan Desa: upaya meningkatkan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

desa.
16

 Dimana proses dan upaya itu diikuti dengan tindakan secara 

terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa.
17

 

Meningkatkan pembangunan desa dilihat dari sisi pembangunan fisik 

yaitu sarana dan prasarana desa tersebut untuk upaya mensejahterakan 

masyarakat desa, meningkatkan pembangunan desa tersebut didanai 

oleh Dana Desa (DD) sepertinya adanya kegiatan yang dapat 

menambah pendapatan desa. 

3. Desa Bohar: Desa yang berada di Kecamatan Taman Kabupaten 

Sidoarjo yang merupakan desa di wilayah perkotaan yang letaknya 

sangat strategis dimana terdapat perumahan yang menyebabkan adanya 

peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif pada tahun 2015-2019. Penelitian kualitatif 

                                                             
16 Didit Herlianto, Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Yogyakarta: 

Gosyen Publishing, 2017) 98. 
17

Slamet Rahmat, d.k.k, Perangkat Inkuiri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi, (Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia) 8. 
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adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan 

proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan 

fenomena yang ditetili.
18

 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

menggambarkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang berpusat 

pada masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.
19

 

2. Data Penelitian 

Adapun data-data yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

a. Profil Desa Bohar. 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bohar. 

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bohar 

d. Program kerja setiap tahun Desa Bohar 

e. Laporan Realisasi Dana Desa, Desa Bohar 

f. Wawancara dengan Kepala Desa Bohar, Sekretaris Desa Bohar, 

Bendahara Desa Bohar, Kaur Keuangan Desa Bohar, Ketua dan 

anggota BPD, Masyarakat disetiap lingkungan Desa Bohar. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan data primer dan data sekunder: 

a. Sumber data primer adalah sumber yang mengacu pada informasi 

yang didapatkan secara langsung (dari tangan pertama) oleh 

peneliti terkait dengan apa variabel ketertarikan untuk tujuan 

                                                             
18 Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Empat, 2010),  9. 
19 Julliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2012),  34. 
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tertentu dari studi.
20

 Dalam hal ini peneliti memilih informan dari 

aparatur pemerintah Desa Bohar yaitu Bapak Khusnan selaku 

sekretaris, Ibu Purwati selaku bendahara dan Ibu Ana Mariana 

selaku kasi perencanaan, serta masyarakat sekitar yaitu Ibu Sopiah 

(bekerja sebagai petani), Bapak Irvan (masyarakat yang terkena 

pembangunan langsung), Bapak Slamet (masyarakat pelaku 

UMKM), Ibu Yuli (masyarakat pelaku usaha online) dan Bapak H. 

Sholeh (pemilik toko kelontong). 

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah 

ada.
21

 Dalam hal ini sumber data sekunder yang diperoleh oleh 

peneliti ialah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan APBDes, 

pendapatan dana desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), 

profil, dan struktur pemerintahan Desa Bohar. Selain itu peneliti 

juga memerlukan buku, jurnal, dan referensi lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas peneliti. 

4. Teknik pengumpulan data 

Berikut merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data yang ada: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan peneliti yang melibatkan dirinya 

sendiri secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara 

                                                             
20 John Wiley, Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian, ( Jakarta 

Selatan: Salemba Empat, 2017), 130. 
21Ibid., 130. 
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sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk 

interaksi, hubungan, tindakan, kejadian, dan sebagainya (Mason 

1996, 60).
22

Peneliti dalam hal ini hanya sebagai pengamat murni. 

Sebagai pengamat murni tidak terlibat sama sekali dengan aktivitas 

yang tengah berlangsung. Dalam melaksanakan observasi sebagai 

pengamat murni peneliti mengobservasi dari Rencana Kerja 

Pemerintah Desa yang sudah dibuat dan disepakati oleh BPD dan 

realisasi program kerja yang sudah terlaksana. Dalam hal ini 

RKPD dan realisasi program kerja yang diobservasi peneliti dari 

tahun 2015-2019. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan 

tertentu.
23

 Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara 

tidak terstruktur namun masih akan terpusat dengan topik 

permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur karena dengan model wawancara tersebut informan 

dapat lebih leluasa mengungkapkan dan memaparkan suatu 

permasalahan dengan rinci tanpa harus ada yang dibatasi dari hal 

tersebut, dan peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam. Dalam wawancara ini peneliti mewawancari 

pemerintah Desa Bohar yaitu Bapak Kusnan selaku sekretaris desa, 

Ibu Purwati selaku bendahara desa, dan Ibu Ana Mariana selaku 

                                                             
22Ibid. 327. 
23 Sujoko Efferin, Metode Penelitain Akuntansi Mengungkapkan Fenomena Dengan Pendekatan 

Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 316. 
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Kasi perencanaan desa. Peneliti juga mewawancarai masyarakat 

sekitar yaitu Ibu Sopiah (bekerja sebagai petani), Bapak Irvan 

(masyarakat yang terkena pembangunan langsung), Bapak Slamet 

(masyarakat pelaku UMKM), Ibu Yuli (masyarakat pelaku usaha 

online) dan Bapak H. Sholeh (pemilik toko kelontong). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen 

yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang 

subjek.
24

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang penting 

untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

seperti dokumen surat-surat. Dari data yang sudah diperoleh 

peneliti akan diolah dan dikombinasikan sehingga mendapatkan 

kesimpulan dalam memperjelaskan penyelesaian masalah. Dalam 

hal dokumentasi peneliti menggunakan handphone untuk 

mengambil gambar secara langsung. 

5. Teknik pengolahan data 

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka perlu 

adanya pengolahan data. Sehingga data yang sudah peneliti kumpulkan 

dapat dipahami. Berikut teknik pengolahan data yang digunakan: 

 

 

                                                             
24Haris Herdiansyah, Metodologi penelitian…,118. 
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a. Editing 

Editing merupakan tahap mereduksi data dan pemilihan 

data yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses pemilihan, 

penyederhanaan pada pemusatan perhatian, pengabstrakan 

informasi data kasar yang muncul dari catatan tulisan di lapangan, 

dimana secara terus menerus selama penelitian berorientasi 

kualitatif berlangsung merupakan sebuah proses mereduksi data.
25

 

b. Organizing 

Organizing adalah mengatur dan menyusun data yang 

sudah diperoleh secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran 

dari penelitian tentang implementasi dana desa dalam 

meningkatkan pembangunan desa di Desa Bohar.
26

 

c. Analyzing 

Analyzing adalah langkah terakhir dalam teknik pengelolaan data 

yang telah ada dan ditelaah kembali kemudian dicatat dan 

dikualifikasikan menurut metode yang sudah direncanakan untuk 

memperoleh kesimpulan pada penelitian. 

6. Teknik analisis data 

Teknik penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dengan membuat deskriptif studi 

kasus implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan 

                                                             
25Kusaeri, Metodologi Penelitian, (Surabaya: Uin Sunana Ampel Press, 2014) 210. 
26

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154. 
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desa. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, fenomena, dan kejadian yang 

terjadi saa ini.
27

Fenomena atau kejadian yang diteliti secara deskriptif 

tersebut dicari dan digali informasi tentang hal-hal yang dianggap 

mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. 

                                                             
27Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian…,34. 
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BAB II 

DESA, PENGELOAAN KEUANGAN DESA, DANA DESA, 

PEMBANGUNAN DESA, PENGUKURAN DAMPAK EKONOMI 

 

A. Desa 

1. Pengertian dan sejarah desa 

Menurut pengertian universal desa adalah sebuah aglomerasi 

permukiman di area pedesaan (rural).
1
 Dalam Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: 

“desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.”
2
 

 

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk desa 

sudah terbentuk terlebih dahulu. Sebagai bukti keberadaannya, dijelaskan 

dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Repubilk Indonesia Tahun 

1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi 

“dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 

“Zelfbesturende Landschappen” dan ”Volksgemeenschappen”, seperti 

desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 

Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli 

dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 

istimewa.”
3
 

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan 

tentang desa, yaitu: 

                                                             
1
Indra Bastian, Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa, (Jakarta:Erlangga),  6. 

2
Undang-Undang  No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  

3
Pusdiklatwas BPKP, Pengelolaan Keuangan Desa edisi kedua, (Bogor,2016), 5. 
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a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan 

Daerah; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah; 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah; 

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai 

Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat 

III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Desa; 

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 

g. Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

dan 

h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4
 

UU Desa disusun dengan semangat penerapan konstitusi, berupa 

pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

                                                             
4Ibid.,5. 
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dalam undang-undang”.
5
Dan didalam Pasal 18 ayat (7) juga menegaskan 

bahwa “Susunan dan tata cara Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

diatur dalam undang-undang”.
6
 

2. Kedudukan desa 

Kedudukan desa tidak hanya di wilayah kabupaten saja, melainkan 

desa juga dapat berkedudukan di wilayah kota. Menurut Permendagri 

No.56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintah yang menjelaskan bahwa, 

“terdapat sebanyak 74.754 desa. Desa ini tersebar di 33 Provinsi atau 434 

kabupaten/kota.
7
 Jumlah ini meningkat dibandingkan denga tahun 

sebelumnya yang diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 

dimana berjumlah sebanyak 74.093 desa, atau terjadi peningkatan 

sebanyak 661 desa.” 

Dalam bentuk peraturan daerah keberadaan desa tersebut 

ditetapkan. Peraturan daerah selanjutnya akan dievaluasi gubernur, lalu 

akan diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan 

kode desa di Menteri Dalam Negeri.
8
 

3. Kewenangan desa 

Kewenangan desa merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh desa. 

Kewenangan desa meliputi sebagai berikut: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. Kewenangan lokal berskala desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 

                                                             
5Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2). 
6Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7). 
7Permendagri Nomor 56 Tahun 2015. 
8Pusdiklatwas BPKP, Pengelolaan Keuangan Desa…,8. 
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d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
9
 

Ketentuan dalam penetapan kewenangan desa selanjutnya akan 

ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang tugasnya yaitu untuk 

menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal dengan berskala desa. Selanjutnya, pemerintah desa 

menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa sesuai dengan 

situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa yang bersangkutan, berdasarkan 

dari peraturan buapti/walikota.
10

 

4. Pengeloaan Desa 

Pemerintahan desa merupakan sebuah lembaga perpanjangan dari 

pemerintaha pusat yang memiliki peran untuk mengatur masyarakat yang 

ada disebuah pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Dari 

adanya peran tersebut maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau 

Undang-Undang tentang pemerintahan desa.
11

 

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa (atau sebutan lainnya) dan 

perangkat desa, yakni yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat 

lainnya. Adapaun struktur organisasi desa sebagai berikut: 

  

                                                             
9Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19. 
10Pusdiklatwas BPKP, Pengelolaan Keuangan Desa…,10. 
11

V Sujarweni Wiratna,  Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi, (Yogyakarta:Pustaka 

Baru Press,2015), 121. 
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Desa dipimpin oleh kepala desa, dimana kepala desa akan menjabat 

selama 5 (lima) tahun, yang akan terhitung sejak tanggal dilantiknya 

kepala desa tersebut dan kepala desa akan dipilih langsung oleh 

masyarakat desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat 

desa yang lainnya.
12

Adapun tugas-tugas dari kepala desa dan perangkat 

desa sebagai berikut. 

a. Kepala desa 

Tugas dari kepala desa adalah memimpin pemerintahan desa, 

menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, membina 

perekonomian, mengkoordinasi pembangunan desa. 

  

                                                             
12 Pusdiklatwas BPKP, Pengelolaan Keuangan Desa…,13. 
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b. Sekretaris desa 

Tugas dari sekretaris desa adalah menyusun rencana peraturan desa 

tentang APBDes, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. 

c. Bendahara 

Tugas dari bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan 

desa. 

d. Kaur 

Tugas dari kaur desa adalah membantu kepala desa dalam tugas 

pelayanan, pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

bidang masing-masing. 

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau pendukuhan, yang mana 

merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan 

peraturan desa.
13

 

B. Pengelolaan Keuangan Desa 

1. Keuangan desa 

Keuangan desa merupakan barang publik (public goods) yang 

sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk 

membiayai banyaknya kebutuhan dan kegiatan. Oleh sebab itu, pemerintah 

desa dan BPD diharuskan untuk mengelola keuangan desa secara baik 

dengan dasar penentuan skala prioritas.
14

 

                                                             
13 V Sujarweni Wiratna, Akuntansi Sektor Publik…,123. 
14 Didit Helianto, Manajemen Keuangan Desa…, 3. 
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Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 

tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) adalah semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa.
15

Dari adanya hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, 

belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa 

yang baik. Keuangan desa terdiri atas: 

1) Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 

 Hasil kekayaan desa; 

 Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat; 

 Hasil usaha desa; 

 Lain-lain pendapatan asli desa. 

b. Dana desa yang bersumber dari APBN 

c. Bagian dari hasil PDRD Kab/Kota 

d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Provinsi dan 

APBD Kab/Kota 

e. Sumbangan pihak ke-3 dan hibah, serta 

f. Pendapatan desa lain-lain yang sah.
16

 

2) Belanja desa 

a. Kelompok belanja langsung; 

b. Kelompok belanja tidak langsung. 

                                                             
15Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
16 Kemenkeu, Buku Pintar Dana Des…, 12. 
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3) Pembiayaan 

a. Penerimaan pembiayaan; 

b. Pengeluaran pembiayaan.
17

 

2. Siklus pengelolaan keuangan desa 

 Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan 

periodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari 

sampai 31 Desember. 

 setiap tahapan dari proses pengelolaan keuangan desa tersebut 

memiliki aturan-aturan yang harus dimengerti, dipahami dan juga 

dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Maka 

dari itu gambaran umum mengenai pengelolaan keuangan desa yang 

dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek 

pelaksana di desa, struktur APBDesa, laporan dan lingkungan strategis 

berupa ketentuan yang mengaturnya. 

Dalam proses kegiatan pengelolaan keuangan desa perlu dukungan 

dari adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta 

sistem dan prosedur keuangan yang memadai agar proses tersebut berjalan 

dengan baik. Maka struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, 

bagan alir, dan kriteria yang dijadikan acuan dalam kegiatan pengelolaan 

keuangan desa harus dimiliki oleh pemerintah.
18

 

  

                                                             
17 V SujarweniWiratna,Akuntansi Sektor Publik…,124. 
18Ibid., 34. 
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3. Asas pengelolaan keuangan desa 

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada praktik-praktik 

pemerintahan yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas 

sebagai berikut: 

a. Transparan 

Transparan merupakan sebuah prinsip keterbukaan yang dapat 

memungkinkan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengetahui 

dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. 

Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan 

informasi yang benar, jujur, dan tidak  diskriminatif mengenai 

penyelenggaran pemerintahan desa serta tetap memperhatikan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Akuntabel 

Akuntabel merupakan suatu bentuk kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari asas akuntabel dapat 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. Partisipatif 

Partisipatif adalah sebuah wujud penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang mengikutsertakan kelembagaan desa serta unsur yang ada di 

masyarakat desa; 

d. Tertib dan disiplin anggaran 

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa yang 

harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

keuangan desa yaitu: 

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja; 

b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksankan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi 

kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa; 

c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan 

melalui Rekening Kas Desa.
19

 

  

                                                             
19Ibid., 35. 
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4. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubil Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan 

pemegang kekuasaan pengelolan keuangan desa dan mewakili Pemerintah 

Daerah dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
20

 

Kepala desa dalam melaksanankan pengelolaan keuangan desa, 

dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 

Tim PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris 

desa; kepala seksi; dan bendahara. PTKD ditetapkan berdasarkan 

keputusan kepala desa. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator 

PTKD, kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing, dan bendahara dijabat oleh staf pada urusan 

keuangan.
21

 

5. Tahap pengelolaan keuangan desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: 

1. Perencanaan keuangan desa; 

2. Penganggaran keuangan desa; 

3. Pelaksanaan keuangan desa; 

4. Penatusahaan keuangan desa; 

5. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

                                                             
20Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
21 Didit Helianto, Manajemen Keuangan Desa…,8. 
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Berikut penjabaran pengelolaan keuangan desa:  

1. Perencanaan keuangan desa 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan 

RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan 

desa. Penyusunan perencanaan pembangunan desa didasarkan  pada hasil 

kesepakatan dalam musyawarah desa yang dalam pelaksanaannya paling 

lambat dilakukan pada bulan Juni ditahun anggaran berjalan. 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

Dalam penyusunan RPJM, pemerintah desa harus mengadakan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) 

secara partisipan. Musrenbangdes tersebut akan diikuti oleh 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa serta unsur 

masyarakat desa, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, toko 

masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

pelantikan kepala desa. RPJM digunakan untuk jangka waktu 6 (enam) 

tahun. 

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

 Penyusuanan RKP Desa oleh pemerintah desa harus sesuai dengan 

informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.RKPDes disusun oleh 
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pemerintah desa pada bulan Juli ditahun berjalan harus sudah 

ditetapkan, paling lambat penetapan pada bulan September. Rancangan 

RKP Desa paling sedikit berisi uraian: 

1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 

2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

desa; 

3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola melalui 

kerja sama antar-desa dan pihak ketiga; 

4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

desa sebagi kewenangan penugasan dan pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah kab/kota; 

5) Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa 

dan/atau unsur masyarakat desa. 

Rancangan RKP Desa dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh tim 

verifikasi. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaran 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

RKP Desa mejadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa 

(RAPB Desa).
22

Maka dalam sebuah perencanaan perlu menyusun sasaran 

atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program 

operasional desa. 

                                                             
22 Pusdiklatwas BPKP, Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Bogor,2016), 

39. 
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2. Penganggaran keuangan desa 

a. Proses penganggaran (APB Desa) 

 Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah 

ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan sebagai pedoman dalam proses 

penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 

Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa 

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang 

menjadi kewenangan desa.
23

 

b. Struktur APB Desa 

 APB Desa adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintahan 

desa yang disetujui oleh BPD. Struktur APB Desa menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan 

pembiayaan desa. 

1. Pendapatan desa 

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Seluruh pendapatan 

desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan 

pengunaanya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam 

Rekening Kas Desa harus ditandatangani oleh kepala desa dan 

bendahara desa. 

                                                             
23Ibid., 41. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 

 

Pendapatan desa diklasifikasi berdasarkan kelompok dan 

jenisnya. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang 

melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak suatu desa 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun angggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Dalam Undang-Undang Desa pasal 

72 pendapatan desa terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Desa; 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana 

Desa); 

c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota; 

d. Alokasi Dana Desa; 

e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten/Kota; 

f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak 

Ketiga; 

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 

Jika diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya terdiri dari: 

 Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang terdiri dari: 

a) Hasil usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. 

b) Hasil asset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, 

tempat pemandian umum, dan jaringan irigrasi. 
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c) Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong adalah 

membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan 

peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang 

dinilai dengan uang. 

d) Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil 

pungutan desa. 

 Pendapatan Transfer desa, yang terdiri dari: 

a) Dana desa; 

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan 

Retribusi Daerah; 

c) Alokasi Dana Desa; 

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; 

e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota; 

Berikut penjelasan dari setiap kelompok transfer desa. 

a) Dana Desa (DD) 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui APB 

Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah selalu menganggarkan dana desa setiap tahunnya 

dalam APBN. 
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 Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk 

selanjutnya ditransfer ke APBDes. Penyaluran dana dilakukan 

dengan cara pemindah bukuan dari RKUD, selanjutnya dari 

kabupaten/kota disalurkan ke desa dilakukan dengan cara 

pemindah bukuan dari RKUD ke RKDes. Penyaluran dana 

dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan 

ketentuan: 

 Tahap I sebesar 40% di bulan April 

 Tahap II sebesar 40% di bulan Agustus 

 Tahap III sebesar 20% di bulan November 

 Besaran alokasi anggaran yang diberikan langsung kepada 

desa terdapat ketentuannya yakni 10% (sepuluh perseratus) dari 

dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa 

dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 

wilayah, dan angka kemiskinan harus dihitung dengan bobot: 

 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota. 

 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota. 

 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. 

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks 

kemahalan kontruksi. Tingkat kesulitan geografis setiap desa 

sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis 

ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan 
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dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa 

ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah 

desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis 

bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian 

dan penyaluran dana desa diatas berdasarkan PP 60 Tahun 

2014.
24

 Sedangkan kebijakan pengalokasian dana desa pada 

APBN tahun 2015-2017 ialah dialokasikan berdasarkan 

proporsi dan bobot formula, sebesar: 

 90% porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar); 

 10% porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula), yang 

terdiri dari: 

- Jumlah penduduk desa (25%) 

- Angka kemiskinan (35) 

- Luas wilayah desa (10%), dan 

- Tingkat kesulitan geografis desa (30%) 

Adanya formulasi tersebut mempertimbangkan aspek 

pemerataan dan keadilan, rasio penerimaan dana desa terkecil 

dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4, standar deviasi 

yang paling rendah. Implikasi dari pengalokasian dana desa 

dengan menggunakan formula pembagian Alokasi Dasar (AD) 

: Alokasi Formula = 90% : 10%, yaitu belum sepenuhnya 

mencerminkan keadilan, belum mencerminkan keberpihakan 

                                                             
24 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 
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kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, dan belum 

sepenuhnya fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan.
25

 

 Setelah dirasa arah kebijakan pengalokasian APBN 2015-

2017 belum berjalan secara maksimal maka pemerintah 

membuat kebijakan dana desa tahun 2018, dimana arah dari 

dana desa tahun 2018 adalah menyempurnakan formula 

pengalokasian dana desa, fokus pada pengentasan kemiskinan 

dan ketimpangan, meningkatkan kualitas pengelolaan dana 

desa, dan mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maka 

reformulasi 2018 dilakukan melalui: 

 Menurunkan porsi yang dibagi rata, dari 90% menjadi 77% 

dari pagu dana desa; 

 Alokasi afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat 

tertinggal sebesar 3% dari pagu DD; 

 Meningkatkan porsi dana desa yang dibagi berdasarkan 

formula dari 10% menjadi 20%; 

 Mengubah bobot masing-masing variabel pro pada 

kemiskinan. 

Maka variabel bobotnya akan diubah menjadi: 

 10% jumlah penduduk (semula 25%) 

 50% jumlah penduduk miskin (semula 35%) 

                                                             
25 Kemenkeu, Buku Pintar Dana Desa…,28. 
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 15% luas wilayah (semula 10%) 

 25% indeks kesulitan geografis (semula 30%)
26

 

Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNo. 

112/PMK.07/2017. Penyaluran dilakukan secara bertahap dari 

pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/kota (APBD) lalu ke 

pemerintah desa (APBDes). 

Dalam penyaluran dana desa terdapat 2 (dua) tahap yaitu: 

 Tahap I sebesar 60% dari pagu dana desa, paling cepat 

di bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli. 

 Tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa, yang 

penyalurannya paling cepat pada bulan Agustus 

Penyaluran dana paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja 

setelah dana desa diterima di APBD kabupaten/kota setiap 

tahapnya, dana tersebut harus disalurkan ke desa. 

b) Bagi hasil pajak dan retribusi 

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari 

hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada 

masyarakat desa paling sedikit sebanyak 10% (sepuluh 

perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi 

                                                             
26 Ibid,. 33. 
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daerah kabupaten/kota. Pengalokasian hasil pajak dan retribusi 

daerah kepada desa tersebut ditetapkan dan diatur dalam 

Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan: 

 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. 

 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil 

pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
27

 

c) Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-

Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD 

kabupaten/kota setiap tahun anggarannya. Alokasi dana desa 

ialah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang paling sedikit sebesar 10% 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Bupati/Walikota dengan perpedoman pada Peraturan 

Menteri. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap. 

Pengalokasian ADD ke setiap desa pada dasarnya 

mempertimbangkan: 

 Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat 

desa; 

 Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta luas 

wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
28

 

                                                             
27 Pusdiklatwas BPKP, Bimbingan dan Konsultasi…,50. 
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d) Bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota 

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD 

provinsi/kabupaten/kota pada desa yang sesuai dengan 

kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Bantuan keuangan tersebut digunakan untuk mempercepat 

pembangunan desa. 

Bantuan keuangan yang diberikan oleh 

provinsi/kabupaten/kota dapat bersifat umum dan khusus. 

Bantuan keuangan umum diperuntukkan atau penggunannya 

diserahkan ke desa sepenuhnya dalam rangka membantu 

pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan, 

bantuan keuangan khusus diperuntukkan dan pengelolannya 

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam 

rangka untuk mempercepat pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa.
29

 

e) Lain-lain pendapatan desa yang sah 

Kelompok lain-lain pendapatan yang sah tersebut dapat 

berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga, hasil 

kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang 

berlokasi di desa. 

                                                                                                                                                                       
28Ibid., 49. 
29Ibid., 51. 
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2. Belanja desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa 

yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak akan didapatkan pembayaran kembali oleh desa. 

Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak 

langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang 

dan modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja 

pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan 

keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa dipergunakan 

dalam rangka mendanai atau membiayai semua penyelenggaraan 

kewenangan desa. Belanja desa yang ditetapkan di APBDesa harus 

sesuai dengan Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 dengan 

ketentuan: 

 “Paling sedikit 70% ( ≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja 

desa yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaran 

pemerintahan desa, pelaksanaan desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa. 

 Paling banyak 30% ( ≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa 

yang dipergunakan untuk: 

- Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta 

perangkat desa; 
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- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD); 

- Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 

yaitu berupa bantuan kelembagaan yang digunakan untuk 

operasional RT dan RW; 

- Operasional pemerintah desa. 

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, tunjangan dan 

operasional BPD serta insentif RT/RW dibiayai dengan 

menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.” 

 Penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Dengan seperti itu pembangunan desa diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 

hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan desa akan 

berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan 

melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, 

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 

ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. 

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan 

dan jenis. Klasifikasi belanja desa berdasarkan kelompok 

terdiri dari: 

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
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2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

5) Bidang Belanja Tak Terduga. 

Klasifikasi belanja desa berdasarkan jenis belanja desa yaitu: 

1) Belanja pegawai; 

2) Belanja barang dan jasa; 

3) Belanja modal.
30

 

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa 

(KLB) pemerintah desa bisa melakukan belanja yang belum 

tersedia anggarannya. Keadaan tersebut merupakan keadaan 

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 

dan/atau mendesak. Keadaan darurat tersebut seperti bencana 

alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan yang 

darurat dan luar biasa harus ditetapkan berdasarkan keputusan 

bupati/walikota dan kegiatan belanja tersebut dianggarkan 

dalam belanja tidak terduga.
31

 

3. Pembiayaan desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014, pembiayaan desa merupakan semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

                                                             
30

Ibid., 57. 
31 Didit Helianto,Manajemen Keuangan Desa…,36. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 

 

bersangkutan  maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Seperti halnya dengan belanja desa, pembiayaan desa juga 

diklasifikasi berdasarkan kelompok dan jenis. Pembiayaan desa 

berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. 

a. Penerimaan pembiayaan desa 

Penerimaan pembiayaan desa meliputi sebagai berikut: 

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 

sebelumnya; 

2) Pencairan dana cadangan; 

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

b. Pengeluaran pembiayaan desa 

Pengeluaran pembiayaan desa terdiri dari: 

1) Pembentukan dana cadangan; 

2) Penyertaan modal desa.
32

 

4. Perubahan APB Desa 

APB Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa 

memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APBDes 

tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi hal-

hal dibawah ini: 

                                                             
32Ibid., 42. 
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a. Keadaan yang menyebabkan harus kuat dilakukan pergeseran 

antara jenis belanja; 

b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun 

berjalan; 

c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

desa pada tahun berjalan; dan/atau 

d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, 

krisis ekonomi, dan/atau keseluruhan sosial yang 

berkepanjangan; 

e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah.
33

 

5. Pelaksanaan Keuangan Desa (APB Desa) 

a. Prinsip pelaksanaan keuangan desa 

 Pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan program 

merupakan sebuah kegiatan mengelola dan menggerakkan 

sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
34

 

 Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa 

prinsip umum yang harus ditaati dan dipatuhi yang mencakup 

penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya yaitu 

                                                             
33 Pusdiklatwas BPKP,Bimbingan dan Konsultasi…,59. 
34Didit Helianto,Manajemen Keuangan Desa…,12. 
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seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui 

Rekening Kas Desa (RKDes). Pencairan dana dalam Rekening 

Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. 

 Dalam pelaksanaannya bendahara desa dapat menyimpan 

uang dalam kas desa pada jumlah tertentu hal itu digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

Batasan penyimpanan jumlah uang tunai yang disimpan dalam 

kas desa ditetapkan berdasarkan peraturan bupati/walikota. 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh 

bukti yang harus lengkap dan sah, serta harus ditandatangani 

oleh kepala desa dan bendahara desa.
35

 

b. Pelaksanaan penerimaan pendapatan 

 Pelaksanaan penerimaan pendapatan merupakan suatu 

proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan 

desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa (PAD) berasal dari 

masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan 

transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait 

dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana 

(pemerintah provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, pihak 

ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana 

kegiatan/kepala dusun) dan bank. 

 

                                                             
35 Pusdiklatwas BPKP, Bimbingan dan Konsultasi…,63. 
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c. Pelaksanaan pengeluaran/belanja 

 Belanja desa akan diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan yang sudah disepakati dalam 

musyawarah dengan masyarakat desa, yang harus sesuai 

dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan belanja desa 

merupakan sebuah proses pengeluaran RKDes untuk 

melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBDes. 

 Didalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program 

tersebut, bendahara desa melakukan pengeluaran belanja desa. 

Transaksi pengeluaran yang dilakukan misalnya: pengeluaran 

belanja pegawai berupa pembayaran penghasilan tetap, 

pengeluaran belanja barang dan jasa berupa pembelian alat tulis 

kantor, pengeluaran belanja barang dan jasa yang berupa 

pembayaran biaya perjalan dinas, dan lain-lain. 

 Proses pelaksanaan belanja desa dimulai dari 

diverifikasinya Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengajuan 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta pencairan SPP 

berupa pemberian uang/dana dari bendahara kepada pelaksana 

kegiatan.
36

 

 

                                                             
36Pusdiklatwas BPKP,Bimbingan dan Konsultasi…,97. 
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d. Pelaksanaan pembiayaan desa 

 Pelaksanaan pembiayaan desa merupakan sebuah proses 

kegiatan  penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa yang 

sudah tercantum didalam APBDes. Pembiayaan desa meliputi 

semua yang sudah diterima dan perlu dibayarkan kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterimanya kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan ataupun tahun anggaran berikutnya. 

 SiLPA desa pada tahun sebelumya, penerimaan dan 

penggunaanya diatur dan disepakati didalam musyawarah desa. 

Begitupun halnya sama dengan pengeluaran pembiayaan yang 

seperti, penyertaan modal pemerintah desa atau pembentukan Dana 

Cadangan juga harus disepakati terlebih dahulu dalam musyawarah 

desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

 Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan dengan cara 

melalui pengajuan SPP pembiayaan yang akan diajukan oleh kaur 

keuangan, diverifikasi oleh sekretaris desa dan akan disetujui oleh 

kepala desa. Setelah disetujui kepala desa, bendahara desa baru 

mentransfer kedalam rekening dana cadangan ataupun ke rekening 

BUMDes penerima.
37

 

6. Penatausahaan keuangan desa 

 Penatausahaan keuangan desa ialah sebuah proses 

pencatatan yang khusunya dilaksanakan oleh bendahara desa. 

                                                             
37Ibid., 113. 
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Bendahara desa harus melakukan pencatatan baik secara sistematis 

maupun kronologis atas semua transaksi-transaksi keuangan yang 

sudah terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilaksanakan 

oleh bendahara desa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu 

berupa pembukuan dan belum menggunakan jurnal akuntansi. Hal-

hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara desa 

meliputi: 

a. Penatausahaan penerimaan desa; 

b. Penatausahaan belanja desa; 

c. Penatausahaan pembiayaan desa; 

d. Dokumen pentausahaan oleh bendahara desa; 

e. Laporan bendahara desa; 

f. Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan.
38

 

7. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa 

 Agar dapat memenuhi prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, kewajiban untuk menyusun dan meyampaikan 

laporan atas semua pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan 

kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa. Laporan 

tersebut bersifat periodik yang semesteran/tahapan dan tahunan, 

yang akan disampaikan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut 

terdiri dari: 

                                                             
38 Didit Helianto,Manajemen Keuangan Desa…,13. 
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a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes; 

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

setiap akhir tahun anggaran; 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
39

 

C. Pembangunan Desa 

 Dana Desa sudah digulirkan sejak tahun 2015 untuk mendukung desa 

untuk membangun desa yang dilakukan oleh masyarakat desa secara 

partisipatif sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan beberapa penelitian, 

adanya Dana Desa telah diklaim berhasil menciptakan keberhasilan pada 

beberapa indikator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui: perbaikan 

kondisi infrastruktur, sarana dasar, layanan dasar, dan perbaikan pada kondisi 

ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan serta peningkatan 

keberdayaan desa
40

 

 Seseuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan desa 

atau biasa disebut dengan pembangunan perdesaan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan 

mendorong pembangunan desa-desa yang mandiri dan berkelanjutan yang 

memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah kebijakan dan 

strategi pembangunan desa yaitu: 

1) Pemenuhan Standart Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis 

desa, melalui strategi: 

a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar; 

                                                             
39 Didit Helianto,Manajemen Keuangan Desa…,15. 
40 Widarjanto dan Dwi Istiqomah, Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia,2018), 4. 
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b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan antar 

permukiman; 

c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengairan, listrik, dan 

telekomunikasi. 

2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat desa, dengan melalui strategi: 

a. Mendorong perekonomian desa dan meningkatkan tersedianya sarana 

dan prasarana produksi khusus; 

b. Meningkatkan ketahan ekonomi masyarakat desa. 

3) Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan 

Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa, dengan melalui strategi: 

a. Mengembangkan pendidikan dengan berbasis ketrampilan dan 

kewirausahaan; 

b. Mengembangkan peran aktif masyarakat; 

c. Penguatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; 

d. Meningkatkan kapasitas kesadaran masyarakat. 

4) Penguatan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, melalui 

strategi: 

a. Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 

6/2014 tentang Desa; 

b.  Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan 

Desa, dan kader pemberdayaanmasyarakat; 
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c. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan 

bersama perencanaan dan pembangunan desa.
41

  

Prinsip dasar dalam pembangunan desa harus menganut 4 (empat) azas, 

yaitu: (1) Pembangunan berkelanjutan; (2) pembangunan berpusat kepada 

manusia, dimana manusia sebagai subyek pembangunan; (3) penghidupan 

yang berkelanjutan; dan (4) tangguh terhadap bencana.
42

 

Pembangunan pedesaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan merupakan suatu strategi dalam mencapai tujuan-

tujuan pembangunan. Tetapi didalam merencanakan ataupun melaksanakan 

program pembangunan pedesaan tidak bisa dilakukan secara sama tetapi harus 

dilihat berdasarkan ciri khas dan karakteristik dari masing-masing desa.
43

 

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 

2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu dikerahkan untuk mendukung 

pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan 

Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan 

kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap 

mengedepankan prinsip keadilan.” Namun demikian, dalam rangka mengawal 

dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Penetapan prioritas 

penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi 

                                                             
41 Slamet Rahmat, Perangkat Inkuiri Pembangunan Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan 

Transmigrasi, (Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia,2016), 12. 
42Ibid., 14. 
43 Widarjanto dan Dwi Istiqomah,Kontribusi Dana Desa…,19. 
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penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan 

acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
44

 

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 

Dalam peraturan tersebut, menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk 

mendanai dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2017, pasal 5 menyebutkan bahwa “dana desa digunakan 

untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi : 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. Lingkungan pemukiman; 

2. Transportasi; 

3. Energi; dan 

                                                             
44Ibid., 30. 
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4. Informasi dan komunikasi. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. Kesehatan masyarakat; dan 

2. Pendidikan dan kebudayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 

meliputi: 

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 

kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 

produksi, distribusi, dan pemasaran; dan 

3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada 

kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 

produksi, distribusi, dan pemasaran. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. Kesiagaan menghadapi bencana alam; 

2. Penanganan bencana alam; 

3. Pelestarian lingkungan hidup; dan 

4. Penanganan kejadian luar biasa lainnya. 
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5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan 

ditetapkan dalam musyawarah desa.”
45

 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang 

didanai oleh dana desa, dapat mempertimbangkan aspek tipologi desa 

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi: 

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, harus memprioritaskan 

kegiatan pembangunan desa pada: 

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar; dan 

2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran guna 

pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha 

ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi 

lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk 

unggulan. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada: 

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur 

ekonomi serta pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha 

ekonomi. 

                                                             
45 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Pasal 5. 
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2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam upaya mendukung 

pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan 

lingkungan. 

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 

pembangunan pada: 

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur 

ekonommi serta pengadaan sarana prasarana produksi yang difokuskan 

pada kebijakan satu desa satu produk unggulan; dan 

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana 

prasarana sosial dasar dan lingkungan guna meningkatkan kualitas 

pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan 

lingkungan.
46

 

D. Pengukuran Dampak Ekonomi 

1. Konsep Value of Money 

 Dalam pengukuran pada konsep value of money adalah sebuah 

konsep yang digunakan untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan 

efesiensi dari kegiatan, kinerja program dan organisasi. Untuk dapat 

menerapkan konsep value of money tersebut maka diperlukan adanya 

indikator – indikator. Indikator value of money yaitu indikator alokasi 

biaya (ekonomi dan efesiensi) dan indikator kualitas pelayanan 

(efektivitas). Dalam konsep value of money indikator ekonomi dan 

                                                             
46 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Pasal 6. 
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efesiensi lebih berorientasi dalam proses, sedangkan dalam indikator 

efektivitas akan lebih berorientasi pada hasil.
47

 

1. Pengukuran Ekonomi 

Ekonomi merupakan sebuah hubungan antar pasar dan masukan (cost 

of input). Atau dengan arti lain ekonomi merupakan sebuah praktik 

pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu dalam harga 

terbaik yang dimungkinkan. Ukuran ekonomi akan berupa berapa 

besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk dapat membiayai 

aktivitas tertentu. Suatu kegiatan akan dikatakan ekonomis apabila 

dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Maka 

dari itu ekonomi sering diartikan sebagai hemat dan tepat guna.
48

 

2. Pengukuran Efesiensi 

Efesiensi sangat memilki hubungan yang erat dengan konsep 

produktivitas. Pengukuran efesiensi ini dilaksanakan dengan 

membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan (cost of input). Atau dengan kata lain ukuran efesiensi 

digunakan untuk dapat menghasilkan output, organisasi yang baik 

harus dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya.
49

 

3. Pengukuran efektivitas 

Efektivitas merupakan sebuah ukuran untuk menentukan berhasil 

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas hanya 

                                                             
47Abdul Halim dan Muhammad Syam,Akuntansi Sektor Publik…,128. 
48Ibid., 128. 
49Ibid., 129. 
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akan melihat dari sisi program, yaitu apakah suatu program tersebut 

atau kegiatan tersebut sudah mencapai kegiatan yang telah 

direncanakan dan ditetapkan. Pengukuran efektivitas hanya mengukur 

dari hasil akhir suatu pelayanan yang akan dikaitkan dengan output 

(cost of outcome). Maka pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya 

dengan mengukur outcome.
50

 

2. Konsep Best Value 

 Pengukuran dalam konsep best value adalah sebuah konsep yang 

mengharuskan unit kerja pemerintah pemberi pelayanan publik agar 

dapat memberi pelayanan yang terbaik (best value). Unit kerja yang 

termasuk dalam kategori unit kerja best value harus fokus dalam 

memberikan pelayanan secara terus menerus, berulang dan dengan 

cara mengombinasikan prisip 3E yaitu ekonomi, efesiensi dan 

efektivitas dalam pelayanannya serta harus tanggap untuk mengetahui 

kebutuhan masyarakat. 

 Ciri utama dari konsep best value ini adalah ditetapkannya sebuah 

indikator-indikator kinerja, untuk mengukur unit kerja pemberi 

layanan yang merupakan sebuah unit kerja best value. Indikator yang 

digunakan dalam menilai kinerja organisasi ialah indikator outcome 

(hasil), sedangkan pada indikator input dan output hanya digunakan 

untuk menilai level kegiatan.
51

 

  

                                                             
50Ibid., 130. 
51Ibid.,133. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM, DANA DESA (DD), RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DI DESA BOHAR 

 

A. Gambaran Umum 

1. Struktur Pemerintah Desa Bohar 

 

Gambar 3.1 

Struktur Pemerintah Desa Bohar Tahun 2015 – 2019 
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2. Susunan pemerintah desa terdiri dari: 

a. Kepala Desa   : Wahyudi Ariyanto, SE 

b. Sekretaris Desa   : Kusnan 

c. Kaur Perencanaan   : Ana Mariana 

d. Kaur Keuangan   : Purwati 

e. Kasi Pelayanan   : Saifulloh 

f. Kasi Pemerintahan  : Imam Bukhori 

g. Kasi Kesejahteraan Masyarakat : Masrur Qomaruddin 

h. Kasun Bohar   : Miftakhul Aziz 

i. Kasun Bulu/Kuwung  : Mashuda Ansori 

j. Kasun Balun/Perumahan  : Subanul Kirom 

Masing-masing perangkat desa memiliki tugas, berikut tugas masing-

masing dari perangkat desa: 

a. Kepala Desa, mempunyai tugas dan wewenang yaitu: 

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; 

2) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik desa; 

3) Menetapkan PPKD; 

4) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 

5) Menyetujui RAK Desa; dan 

6) Menyetujui SPP. 

b. Sekretaris Desa, mempunyai tugas dan wewenang yaitu: 

1) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

APBDes; 
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2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan 

perubahan APBDes; 

3) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan dalam hal 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 

c. Kaur dan Kasi, mempunyai tugas dan wewenang yaitu: 

1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kas atas 

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 

2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 

untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari: 

a. Ketua   : Rudy Antoro 

b. Wakil Ketua  : Solikhul Yazid 

c. Sekretaris  : Hj. Istiqomah, S.Pd 

d. Bendahara  : M. Ridwan 

e. Anggota  : Mansyur 

f. Anggota  : Ya’arif 

g. Anggota  : Tito Hardi Kiswor 

3. Visi dan Misi Desa Bohar 

a. Visi Desa Bohar 

Aparatur pemerintah Desa Bohar dan masyaraka desa sepakat 

bahwa visi merupakan cita-cita masa depan desa. Dimana dalam membuat 

dan menetapkan visi secara normatif menjadi tanggungjawab kepala desa, 
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namun dalam hal ini penyusunannya melibatkan segenap warga Bohar 

melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal maupun informal. 

Visi Desa Bohar sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah 

Desa Bohar adalah “Melayani Masyarakat Desa Bohar Secara 

Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Bohar Yang Adil, Makmur dan 

Sejahtera”. 

b. Misi Desa Bohar 

Hakekat Misi Desa Bohar merupakan turunan dari Visi Desa Bohar. 

Misi merupakan tujuan jangka yang lebih pendek dari visi yang akan 

menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Adapun Misi dari Desa 

Bohar adalah sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai 

tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan 

yang baik bagi masyarakat. 

2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja. 

3) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber 

daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Bohar. 

5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bohar dengan 

melibatkan secara langsung masyarakat Desa bohar dalam berbagai 

bentuk kegiatan. 

7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan 

transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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8) Meningkatkan program-program yang telah dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Bohar periode sebelumnya, sebagaimana 

tercantum dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah 

(RPJM) Desa Bohar. 

9) Mencipatakan kondisi masyarakat Desa Bohar yang aman, tertib, 

guyup dan rukun. 

4. Data Wilayah Desa Bohar 

Desa Bohar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jarak Desa Bohar ke kecamatan 

sejauh 6 km, jarak Desa Bohar ke kabupaten sejauh 15 km, dan jarak Desa 

Bohar ke Provinsi sejauh 35 km. Secara administratif wilayah Desa Bohar 

berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Batas Wilayah Desa Bohar 

 

No Wilayah Desa 

1 Sebelah Utara Desa Wage 

2 Sebelah Selatan Desa Masangan Wetan 

3 Sebelah Timur Desa Keboan Anom 

4 Sebelah Barat Desa Suko Sukodono 

Sumber: dari Profil Desa/ Kelurahan Bohar Tahun 2019 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa batas wilayah Desa Bohar 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Wage, sebelah selatan Desa 

Masangan Wetan, sebelah timur Desa Keboan Anom, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Suko Sukodo. 
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Tabel 3.2 

Luas Wilayah Desa Bohar Menurut Penggunaannya 

Tahun 2019 

No Wilayah Luas 

1 Sawah irigrasi teknis 31 Ha 

2 Pemukiman 41,27 Ha 

3 Pekarangan 45,09 Ha 

4 Tanah Bengkok 13,12 Ha 

5 Lapangan Olahraga 0,50 Ha 

6 Tempat pemakaman desa 0,68 Ha 

7 Bangunan sekolah 29 Ha 

8 Jalan 0,24 Ha 

9 Sutet/aliran listrik tegangan tinggi 0,22 Ha 

Total Luas Wilayah 161,12 Ha 

Sumber: dari Profil Desa/ Kelurahan Bohar Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas luas wilayah keselurahan menurut 

penggunaanya dari Desa Bohar seluas 161,12 Ha. Wilayah dengan 

penggunaan paling besar yaitu pekarangan sebesar 27.99% dari total luas 

wilayah keseluruhan. Wilayah pemukiman merupakan penggunaan 

wilayah terbesar kedua dengan prosentase penggunaan sebesar 25,61% 

dari total keseluruhan wilayah. Penggunaan wilayah untuk sawah irigasi 

teknis dengan prosentase sebesar 19,24%. Untuk wilayah yang digunakan 

sebagai fasilitas pendidikan sebesar 29 Ha atau 18% dari total wilayah 

keseluruhan. Wilayah tanah bengkok sebesar 8,14% dimana hasil dari 

tanah bengkok akan masuk kedalam pendapatan desa di kelompok 
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Penerimaan Asli Desa (PAD). Wilayah yang dipergunakaan untuk fasilitas 

umum sebesar 0,73% yang berupa lapangan olahraga sebesar 0,31% dan 

tempat pemakaman desa sebesar 0,42%. Wilayah untuk penggunaan jalan 

sebesar 0,15% dan untuk wilayah sutet/aliran listrik tegangan tinggi 

sebesar 0,14%. 

5. Data Penduduk Desa Bohar 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Menurut Agama Penganut Kepercayaan Tuhan Yang 

Maha Esa 

No Agama Jumlah 

1 Islam 4903 Orang 

2 Kristen 147 Orang 

3 Katholik 33 Orang 

4 Hindu 11 Orang 

Jumlah 5094 Orang 

Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019 

 Dari data tabel diatas penduduk Desa Bohar menganut 4 (empat) 

agama. Agama yang paling banyak di peluk oleh penduduk Desa Bohar 

yaitu agama Islam dengan prosentase sebesar 96,25% dari total penduduk 

Desa Bohar. Lalu sebesar 2,89% memeluk agama Kristen, 0,65% 

memeluk agama Katholik, dan 0,22% memeluk agama Hindu. 
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Tabel 3.4 

Jumlah Kepala Keluarga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

 

No Uraian Jumlah 

1 Laki-laki 2600 jiwa 

2 Perempuan 2494 jiwa 

Jumlah Penduduk 5094 jiwa 

Jumlah Kepala Keluarga 1601 KK 

Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas tahun 2019 prosentase penduduk Desa Bohar 

dengan berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,04% dan berjenis kelamin 

perempuan sebesar 48,96% dari total keseluruhan jumlah penduduk 

sebesar 5094 jiwa. Banyaknya jumlah kepala keluarga di Desa Bohar 

sebesar 1601 KK. 
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Tabel 3.5 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019 

Dari tabel diatas tingkatan pendidikan penduduk terbanyak adalah 

penduduk dengan tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 854 orang dengan 

prosentase 21,99% dan penduduk dengan tamatan terbanyak kedua adalah 

SD sebanyak 704 orang dengan prosentase 18,13%, sedangkan tingkatan 

pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan 

tamatan S-2 sebanyak 6 orang dengan prosentase 0,16%. Sebanyak 

76,25% penduduk Desa Bohar yang merasakan pendidikan, sedangkan 

23,75% tidak mendapatkan pendidikan. 

  

Keterangan Tingkatan Pendidikan 

Penduduk 
Jumlah 

Penduduk sedang SD/Sederajat 176 orang 

Penduduk tamat SD/Sederajat 704 orang 

Penduduk tidak tamat SD/Sederajat 75 orang 

Penduduk sedang SLTP/ Sederajat 147 orang 

Penduduk tamat SLTP/Sederajat 441 orang 

Penduduk sedang SLTA/Sederajat 427 orang 

Penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat 611 orang 

Penduduk  tamat SLTA/Sederajat 854 orang 

Penduduk sedang D-1 27 orang 

Penduduk tamat D-1 24 orang 

Penduduk sedang D-2 21 orang 

Penduduk tamat D-2 17 orang 

Penduduk sedang D-3 45 orang 

Penduduk tamat D-3  56 orang 

Penduduk sedang S-1 98 orang 

Penduduk tamat S-1 147 orang 

Penduduk sedang S-2 8 orang 

Penduduk tamat S-2 6 orang 

Jumlah 3884 orang 
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6. Data Pendidikan 

Tabel 3.6 

Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta 

 
No Fasilitas Pendidikan Jumlah 

1 Play Goup 2 

2 TK 2 

3 SDN/Swasta 3 

4 SMPN/Swasta 1 

5 SMAN/Swasta 0 

6 Perguruan Tinggi 0 

Jumlah 8 

Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019 

Dari tabel diatas fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Desa Bohar 

sebanyak 8. Fasilitas pendidikan yang dimiliki sampai tingkat SMP/SLTP. 

Letak sekolah SMP/SLTP dipinggiran jalan utama dari Desa Bohar. 

Sedangkan untuk sekolah play group, TK, 2 SD Swasta berada di dalam 

atau ditengah desa, dan 1 SDN Bohar dipinggiran jalan utama yang 

berbatasan langsung dengan Desa Masangan Wetan. 
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7. Sarana dan Prasarana Desa 

Tabel 3.7 

Sarana dan Prasarana Air Bersih, Sanitasi dan Irigasi 

 

Keterangan Ukuran 

Prasarana Air Bersih & Sanitasi   

Jumlah sumur gali 781 unit 

jumlah tangki air bersih 4 unit 

saluran resapan air rumah tangga 67 rumah 

Pemilik jumlah jamban keluarga 815 KK 

Prasarana Irigasi 
 

Panjang saluran primer 3000 m 

panjang saluran sekunder 1500 m 

panjang saluran tersier 1000 m 

jumlah pintu sadap 4 unit 

jumlah pintu pembagi air 2 unit 

Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019 

 Prasarana air bersih dan sanitasi yang dimiliki Desa Bohar di tahun 2019 

sebanyak 4 (empat) prasarana yang berupa sumur gali, tangki air bersih, 

resapan air rumah tangga, dan pemilik jamban keluarga sebanyak 815 KK. 

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Desa Bohar sebanyak 1601 KK. 

Prasarana Irigasi yang dimiliki Desa Bohar di tahun 2019 sebanyak 5 

(lima) yang berupa saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, pintu 

sadap dan pintu pembagi air.  
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Tabel 3.8 

Sarana dan Prasarana Peribadatan, Olahraga, dan Pendidikan 

 

Keterangan Ukuran 

Prasarana Peribadatan   

Jumlah Masjid 3 buah 

Jumlah Langgar/Mushola 14 buah 

Prasarana Olahraga   

Lapangan sepak bola 1 buah 

Meja pingpong 1 buah 

Lapangan voli 1 buah 

Pusat Kebugaran 1 buah 

Prasarana & Sarana Pendidikan   

Gedung SMP/Sederajat Milik sendiri 2 buah 

Gedung SD/Sederajat Milik sendiri 3 buah 

Gedung TK Milik sendiri 1 buah 

Jumlah Lembaga Pendidikan Agama Milik sendiri 6 buah 

Perpustakaan Desa/Kelurahan Milik sendiri 1 buah 

Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019 

 Berdasarkan tabel diatas prasarana peribadatan yang dimiliki oleh 

Desa Bohar merupakan prasarana peribadatan agama Islam yaitu berupa 

masjid yang terletak dipinggir jalan utama Desa Bohar dan musala yang 

terletak di setiap lingkungan Desa Bohar. Untuk prasarana peribadatan 

agama lain seperti Kristen, Katholik, dan Hindu belum ada. 

 Prasarana olahraga yang dimiliki Desa Bohar sebanyak 4 (empat) 

prasarana yang berupa lapangan sepak bola yang berapa di sebelah timur 

Desa Bohar, meja pingpong yang terletak di balai desa, lapangan voli 

terletak di samping barat balai desa, dan pusat kebugaran yang berada di 

tengah Desa Bohar. Prasarana dan sarana pendidikan yang dimiliki Desa 

Bohar sebanyak 5 (lima) yang berupa gedung SMP/SLTP sebanyak 2 

gedung dengan satu nama instansi, gedung SDN/Swasta, gedung TK, 
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lembaga pendidikan agama yang berupa TPQ/TPA dan perpustakaan desa 

yang berada di dalam kantor balai desa. 

Tabel 3.9 

Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Kebersihan 

 

Keterangan Ukuran 

Prasarana Kesehatan   

Poliklinik/balai pengobatan 1 unit 

Apotek 1 unit 

Posyandu 5 unit 

Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta 2 unit 

Rumah bersalin 4 unit 

Prasarana Kebersihan   

Jumlah gerobak sampah 1 unit 

Jumlah tong sampah 130 unit 

Jumlah truck pengangkut sampah 3 unit 

  
Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019 

Dari tabel diatas prasarana kesehatan yang dimiliki Desa Bohar sejumlah 

13 unit yang terdiri dari poliklinik/balai pengobatan 1 unit terletak di sebelah 

selatan, apotek 1 unit yang terletak di sebelah utara yang berbatasan dengan 

Desa Wage, posyandu sebanyak 5 unit yang tersebar disetiap lingkungannya, 

balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta dan rumah bersalin. Sedangkan 

prasarana kebersihan sejumlah 134 unit, yang terdiri dari gerobak sampah, 

tong sampah 130 unit dikarenakan penduduk menggunakan lahan kosong 

milik mereka sendiri untuk menimbun sampah atau dibakar, dan truk 

pengangkut sampah. 

B.  Alur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Bohar 

Dalam alur penyusunan perencanaan Pembangunan di Desa Bohar dimulai 

dari: 
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1. Musyawarah Desa (Musdes) 

Musdes diselenggarakan oleh BPD. Dalam musdes dihadiri oleh 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, 

tokoh agama, RT, RW, PKK, dan karang taruna. Musdes akan membahas 

tentang pencermatan RPJMDes, menyepakati hasil Pencermatan ulang 

RPJMDes, dan membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan. Hasil dari 

musdes berupa berita acara musdes, notulen, dan daftar hadir. 

2. Kepala Desa membentuk tim penyusun  RKPDes. Dalam pembentukan 

tim RKPDes dibentuk langsung oleh kepala desa dengan beranggotakan 7-

11 orang. Tim tersebut terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris 

desa selaku ketua, ketua LPMD sebagai sekretaris, dan anggotanya tim 

tersebut meliputi perangkat desa, LPMD, unsur masyarakat (tokoh 

agama/tokoh masyarakat). Hasil dari tim penyusun RKPDes berupa berita 

acara serta dokumen rancangan RKPDes untuk kepala desa. 

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 

Musrenbangdes diselenggarakan oleh kepala desa, tujuan diadakannya 

musrenbangdes guna membahas dan meyepakati rancangan RKPDes yang 

sudah dibuat oleh tim penyusun RKPDes. Dalam musrenbangdes peserta 

yang hadir meliputi unsur pemerintahan desa, BPD, unsur masyarakat 

(tokoh masyarakat, tokoh agama) dan turut serta mengundang anggota 

dewan, pihak kecamatan, satuan kerja pemerintah daerah kabupaten, 

pendamping desa, dan unsur masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial 

budaya masyarakat. Hasil dari musrenbangdes berupa berita acara, 

notulensi, dan daftar hadir. 
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4. Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDesa) 

Dalam pembuatan APBDes pemerintah desa harus mengacu dan 

berpedoman kedalam RKPDes yang sudah disetujui dan ditetapkan. 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77 

 

C. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pada Tahun 2015-2018 

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2015-2019 

Tabel 3.10 

RKPDesa Bohar Tahun 2015 

 

Sub Bidang 

Pembangunan Desa 
  Jenis Kegiatan 

Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

1 Pembangunan saluran air di RT02 RW 01 

2 Pembangunan saluran air di RT03 RW 02 

3 Pembangunan saluran air di RT06 RW 03 

4 Pembangunan saluran air di RT07 RW 04 

5 Pembangunan saluran air di RT08 RW 05 

6 Pembangunan saluran air di RT10 RW 06 

7 Pembangunan plengsengan saluran air di RT14 RW08 

8 Pembangunan gorong-gorong di RT14 RW08 

9 Pemb. Plengsengan kanan/kiri jembatan 

10 Pembangunan plengsengan saluran irigasi 

11 Peninggihan jalan paving di RT04 RW02 

12 Peninggihan jalan paving di RT02 RW01 

13 Pavingisasi di RT10 RW06 

14 Pavingisasi di RT15 RW08 

15 Pengerasan/peninggian jalan aspal 

16 Pengerasan jalan antar dusun Bohar-Balun 

17 Pemeliharaan jalan dan saluran air 

18 Pengadaan bangku sekolah MI 

19 Rehab Ponkesdes 

20 Pemb. Aula & pagar makam bagus santri 

21 Pemb. Pagar makam Desa Bohar & Kuwung 

22 Pemeliharaan sungai avur bulubendo 

23 Pengadaan peralatan memandikan jenazah 

24 
Pembelian tanah untuk saluran air di komplek Makam Sayyid 
Hasan Madinah 

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Bohar Tahun 2015 

 Dari tabel diatas Rencana Kerja Pemerintah Desa Bohar terutama 

dalam bidang pembangunan fisik yang dibiayai Dana Desa (DD) sebanyak 

24 kegiatan. Kegiatan pembangunan yang banyak diusulkan yaitu 

pembangunan saluran air  di 6 (enam) RT, pavingisasi di 4 (empat) RT, 

pembangunan plengsengan 3 (tiga) kegiatan. 
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Tabel 3.11 

RKP Desa Bohar Tahun 2016 

 

Sub Bidang 

Pembangunan Desa 
  Jenis Kegiatan 

Pelaksanaan 
pembangunan desa 

1 Pembangunan saluran air di RT03 RW02 

2 Pembangunan saluran air di RT01 RW01 

3 Pembangunan plengsengan kanan/kiri jembatan 

4 Pembangunan plengsengan saluran irigasi 

5 Pavingisasi di RT04 RW02 

6 Pavingisasi di RT04 RW02 RT10 RW06 

7 Pavingisasi di RT05 RW03 

8 Pavingisasi di RT23 RW04 

9 Pavingisasi di RT09 RW05 

10 Pavingisasi di RT 13 RW07 

11 Pavingisasi di RT15 RW 08 

12 Pembangunan saluran air di RT03 RW02 

13 Pembangunan saluran air tepi jalan raya RT01 RW01 

14 Pengerasan jalan antar dusun Bohar-Balun 

15 Pemeliharaan jalan dan saluran air 

16 Rehab Poskesdes 

17 Pemb. Aula dan pagar makam bagus santri 

18 Pembangunan posyandu anyelir V 

19 Pemeliharaan sungai avur bulubendo 

20 Pembuatan kanopi paud anyelir V 

21 Sewa tanah untuk ponkesdes anyelir V 
Sumber: Rencana KerjaPemerintah Desa Bohar Tahun 2016 

 Dari tabel tersebut terdapat 21 usulan kegiatan dalam bidang 

pembangunan terutama pembangunan fisik di tahun 2016. Kegiatan 

terbanyak berupa usulan kegiataan pembangunan saluran air di 4 (empat) 

RT,  pavingisasi di 7 (tujuh) RT dan pembangunan plengsengan sebanyak 

2 (dua) kegiatan. 
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Tabel 3.12 

RKP Desa Bohar Tahun 2017 

 

Sub Bidang 

Pembangunan 
Desa   

Jenis Kegiatan 

Pembangunan dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana desa 

1 Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa 

2 Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier 

3 
Pemb. Saluran irigasi di Dusun Kuwung RT 15 RW 08 (P. 40 

M1) 

4 Pemb. Saluran irigasi di belakang lapangan (P. 36m1) 

5 Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa 

6 Pemb. Gedung pengolahan sampah (TPST) 

7 
Pemb dan pemeliharaan kompleks makam Sayyid Hasan 

Madinah 

Pembangunan, 
pemanfaatan dan 

pemeliharaan 

infrastruktur dan 

lingkungan desa 

1 Pembangunan saluran air RT 04 RW 02 (P. 70 M1) 

2 Pembangunan dan pengerasan jalan  antar dusun Bohar-Balun 

3 Pemb. Paving di Dusun Balun (P 320 M x L.3M = 960M²) 

4 Pemb. Paving di RT 27 RW 10 (P 305M x L.3M= 915M²) 

5 Pemb. Paving di RT 07 RW 04 (P 93M x L.3M= 279M²) 

6 Pemb. Paving di RT 15 RW 08 (P 106M x L.3M= 318M²) 

Pembangunan, 

pemanfaatan dan 

pemeliharaan 
sarana dan 

prasarana 

kesehatan 

1 Prasarana kesehatan desa seperti posyandu balita dan posyandu 

lansia 

2 Pembangunan dan pemeliharaan posyandu balita/Ponkesdes 

3 
Pendidikan anak usia dini (PAUD dan MI) 

Pelestarian 
lingkungan hidup 

1 Pembersihan daerah aliran sungai 

2 Pembuatan terasiring 

3 Penghijauan 
Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Bohar Tahun 2017 

 Dari tabel diatas terdapat 19 usulan kegiatan dalam bidang 

pembangunan terutama pembangunan fisik di tahun 2017. Usulan kegiatan 

sudah lebih bervariasi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Akan tetapi, 

usulan kegiatan masih banyak berupa pembangunan pavingisasi di 4 

(empat) RT dan 2 (dua) kegiatan pembangunan irigasi. 
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Tabel 3.13 

RKP Desa Bohar Tahun 2018 

 

Sub Bidang 

Pembangunan Desa 
  Jenis Kegiatan 

Pelaksanaan dan 
Pembangunan Desa 

1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman/desa 

2 Pavingisasi 

3 Pavingisasi 

4 Pavingisasi 

5 Pavingisasi 

6 Pavingisasi 

7 Pavingisasi 

8 Pavingisasi 

9 Pavingisasi 

10 Pavingisasi 

11 Pavingisasi 

12 Pembangunan penahan jalan 

13 Pembangunan jalan tembus Dusun Kuwung 

14 
Penggalian saluran air (perbatasan dengan Desa Keboan 
Anom) 

15 Pembangunan pagar makam bagus santri 

16 Pembangunan dan pemeliharaan balai desa 

17 Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa 

18 Pembangunan tempat pembuangan sampah 

19 Pembangunan dan perbaikan gorong-gorong 

20 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 

21 

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan anak usia dini (PAUD) 

22 

Pembangunan dan pemeliharaan Dam / Bendungan berskala 

kecil 

23 Pembangunan dan perbaikan sistem pengairan/irigasi desa 
Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Bohar Tahun 2018 

 Dari tabel diatas terdapat 23 usulan kegiatan dalam bidang 

pembangunan terutama pembanggunan fisik di Desa Bohar di tahun 2018. 

Usulan kegiatan terbanyak berupa pavingisasi di 10 (sepuluh) RT. 
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Tabel 3.14 

RKP Desa Bohar Tahun 2019 

 

Sub Bidang 

Pembangunan Desa 
  Jenis Kegiatan 

Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

1 Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa 

2 Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa 

3 Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman/desa 

4 Pembangunan jalan paving di Gang Anwar III RT 01 RW01 

5 Pembangunan jalan paving di Gang Anwar VI RT 01 RW01 

6 

Pembangunan jalan paving di Gang Bpk Ali Yusri RT04 

RW02 

7 
Pembangunan jalan paving di Gang Bpk Bunyani RT03 
RW02 

8 Pembangunan jalan paving di Gang TK RT04 RW 02 

9 Pembangunan jalan paving di Gang Bpk Rouf RT23 RW04 

10 
Pembangunan jalan paving di Gang Bpk Bakhul RT23 RW 
04 

11 Pembangunan jalan paving di Gang Bpk Ansor RT08 RW05 

12 

Pembangunan jalan paving di Gang Bpk Mansur RT10 RW 

06 

13 

Pembangunan jalan paving di pinggir sungai RT12 , 13 

RW07 

14 Pembangunan jalan paving di Gang Bpk Athar RT13 RW07 

15 Pembangunan jalan paving di JL.Talkah RT15 RW08 

16 Pembangunan jalan paving di JL.Palem RT27 RW10 

17 Pembangunan penahan jalan di jln menuju Dsn Kuwung 

18 Pembangunan jalan lingkar Dsn Kuwung RT14,15 RW08 

19 Pembangunan dan perbaikan selokan/drainase RT05 RW03 

20 Pembangunan dan perbaikan selokan/drainase RT06 RW03 

21 Pembangunan dan perbaikan selokan/drainase RT07 RW04 

22 Pembangunan dan perbaikan selokan/drainase RT23 RW04 

23 Pembangunan dan perbaikan gorong-gorong 

24 Pengadaan dan pemeliharaan ambulance/mobil desa 

25 Pembangunan dan pemeliharaan posyandu 

26 Pendidikan anak usia dini (PAUD/ TPQ) 

27 Pengadaan buku atau bahan bacaan (koran jawa pos) 

28 
Pembangunan atau perbaikan sistem pengairan/irigasi desa 
(selatan lapangan) 

29 Kegiatan penghijauan 

30 Pembangunan dan pemeliharaan bangunan lainnya 

31 Pembangunan pagar makam bagus santri 
 Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Bohar Tahun 2019 

 Dari tabel diatas terdapat 31 usulan kegiatan dalam bidang 

pembangunan terutama pembangunan fisik di Desa Bohar tahun 2019. 
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Usulan kegiatan di tahun 2019 bervariasi. Usulan terbanyak berupa 

pavingisasi di 13 (tiga belas) RT dan pembangunan/perbaikan 

selokan/drainase di 4 (empat) RT. 
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2. Ringkasan Jenis Kegiatan Dana Desa (DD) Berdasarkan RKP 2015-2019 

Tabel 3.15 

Ringkasan Jenis Kegiatan Dana Desa Tahun 2015-2019 

No Jenis Kegiatan Tahun 
Jumlah 

Kegiatan 
Terealisasi 

Belum/Tidak 

Terealisasi 

1 
Pembangunan saluran 

air/drainase/selokan 
2015 6 2 4 

    2016 2 1 1 

    2017 1 1 0 

    2019 4 0 4 

2 Pembangunan plengsengan 2015 3 0 3 

    2016 2 0 2 

3 
Pembangunan/pemeliharaan gorong-
gorong 

2015 1 0 1 

    2018 1 0 1 

    2019 1 1 0 

4 
Pembangunan/pemeliharaan 
pavingisasi 

2015 2 2 0 

    2016 7 7 0 

    2017 4 3 1 

    2018 10 4 6 

    2019 13 8 5 

5 
Pembangunan/pengerasan antar 

Dusun Bohar-Balun 
2015 1 0 1 

    2016 2 2 0 

6 
Pembangunan/pemeliharaan/pengada

an/sarana/prasarana PAUD/MI/TPQ 
2015 1 0 1 

    2016 1 1 0 

    2017 1 1 0 

    2018 1 0 1 

    2019 1 1 0 
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No Jenis Kegiatan Tahun 
Jumlah 

Kegiatan 
Terealisasi 

Belum/Tidak 

Terealisasi 

7 
Pembangunan/pemeliharaan/rehab/sew

a ponkesdes/posyandu 
2015 1 0 1 

    2016 3 1 2 

    2017 2 1 1 

8 

Pembangunan/pemeliharaan/pembelia

n/sarana/ 

prasarana/makam Mbah Sayyid 
Khasan Madinah  

2015 2 2 0 

    2016 1 1 0 

    2017 1 1 0 

    2018 1 0 1 

    2019 1 1 0 

9 Pemeliharaan sungai avur bulubendo 2015 1 0 1 

    2016 1 0 1 

10 
Pembangunan/pemeliharaan kantor 
dan balai desa 

2017 1 1 0 

    2018 1 0 1 

    2019 1 1 0 

11 Pembangunan/perbaikan irigasi 2017 2 0 2 

    2018 1 0 1 

    2019 1 0 1 

12 
Pembangunan dan pemeliharaan 
lapangan desa 

2017 1 1 0 

    2018 1 1 0 

    2019 1 1 0 

13 
Pembangunan tempat/pengolahan 

sampah 
2017 1 0 1 

    2018 1 0 1 
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No Jenis Kegiatan Tahun 
Jumlah 

Kegiatan 
Terealisasi 

Belum/Tidak 

Terealisasi 

14 
Pembangunan/pemeliharaan/peninggihan 

jalan desa 
2015 1 0 1 

    2018 1 1 0 

    2019 1 1 0 

15 Pemeliharaan jalan dan saluran air 2015 1 0 1 

16 
Pemb. Pagar makam Desa Bohar & 

Kuwung 
2015 1 0 1 

17 
Pengadaan peralatan memandikan 

jenazah 
2015 1 0 1 

18 Pembersihan daerah aliran sungai 2017 1 0 1 

19 Pembuatan terasiring 2017 1 0 1 

20 Penghijauan 2017 1 0 1 

21 
Pembangunan penahan jalan RT 14 RW 

08 
2018 1 0 1 

22 Pembangunan jalan tembus dari kuwung 2018 1 1 0 

23 
Penggalian saluran air (perbatasan 

dengan Desa Keboan Anom) 
2018 1 0 1 

24 
Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi 

lingkungan 
2018 1 0 1 

25 
Pembangunan dan pemeliharaan Dam / 

Bendungan berskala kecil 
2018 1 1 0 

26 
Pembangunan penahan jalan di jln 

menuju Dsn Kuwung 
2019 1 0 1 

27 
Pembangunan jalan lingkar Dsn Kuwung 

RT14,15 RW08 
2019 1 1 0 

28 
Pengadaan dan pemeliharaan 

ambulance/mobil desa 
2019 1 0 1 

29 
Pengadaan buku atau bahan bacaan 

(koran jawa pos) 
2019 1 0 1 

30 Kegiatan penghijauan 2019 1 0 1 

Sumber: Diolah dari RKPDes Tahun 2015-2019 
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D. Dana Desa (DD) Pada Tahun 2015-2019 

1. Dana Desa (DD) Pada Tahun 2015-2019 

Tabel 3.16 

Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2015 Program Pembangunan Desa 

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Desa Bohar Tahun 2015  

No Uraian  Penerimaan/Anggaran   Pengeluaran/Realisasi  
 Prosentase 

Penyerapan  

A Pendapatan       

1 Dana Desa (DD) 2015  Rp      278,382,423.87   Rp                            -      

          

B Belanja       

B1 Pelaksanaan Pembangunan       

1 Pembangunan saluran air di RT 02 

RW 01 (p= 46 M1) 
 Rp             9,000,000.00   Rp           11,692,877.00  130% 

2 Pembangunan saluran air di RT 03 

RW 02 (p = 60 M1 ; T = 0,50m) 
 Rp            12,000,000.00   Belum Terlaksana  0% 

3 Peninggihan jalan RT 04 RW 02 (p = 

70M1 ; L = 2,8m ; T = 20cm) 
 Rp            15,000,000.00   Rp           13,349,962.00  89% 

4 Pembangunan kompleks Makam 

Sayyid Hasan Madinah 
 Rp          100,000,000.00   Rp           91,197,385.00  91% 

5 Pemb. Sarana untuk pelayanan 

masyarakat (kanopi B.Desa + pagar) 
 Rp            20,000,000.00   Rp           13,200,000.00  66% 

6 Pembangunan teras PAUD "Anyelir" 
RW 09 

 Rp            10,000,000.00   Rp           10,000,000.00  100% 

7 
 Pembangunan Paving di RT 04 RW 
02 dan RT 10 RW 06 (P.90M x 

L.2,5M)  

 Rp            27,382,424.00   Belum Terlaksana  0% 

8 
Pembangunan Paving di RT 11 RW 

06 (P.88M x L.2,5M = 220 M²) 
 Rp            25,000,000.00   Rp           23,900,000.00  96% 

9 
Pemb. Paving di Dsn Kuwung RT 

14,15 RW 08 (p.115m x L.3m = 345 
m²) 

 Rp            60,000,000.00   Rp           60,000,235.00  100% 

Jumlah Dana Pembangunan  Rp      278,382,424.00   Rp      223,340,459.00  80% 

SiLPa Dana Desa  Rp        55,041,965.00   -  
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 Pada tahun 2015 pelaksanaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan 

pembangunan. Hal tersebut dikarenakan dana desa yang diterima oleh pemerintah 

desa masih sedikit. Maka pemerintah Desa Bohar fokus mengunakan dana desa 

dalam kegiatan pembangunan. SiLPa dana desa di tahun 2015 sebesar Rp 

55.041.965 dimana sisa kas tersebut akan menambah besaran dana desa di tahun 

yang akan datang. 
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Tabel 3.17 

Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2016 Program Pembangunan Desa 

 

No Uraian 
 

Penerimaan/Anggaran  

 

Pengeluaran/Realisasi  

Prosentase 

Penyerapan 

A Pendapatan       

1 Dana Desa (DD) Tahun 2016  Rp     622,118,011.74      

2 SiLPa Dana Desa Tahun 2015  Rp       55,041,641.87      

3 
Pengembalian temuan 

Inspektorat 
 Rp         1,150,017.00      

Jumlah  Rp     678,309,670.61      

B Belanja       

B1 Pelaksanaan Pembangunan       

1 Pemb. Kompleks Makam 

Sayyid Hasan Madinah 
 Rp        47,000,000.00   Rp       46,898,510.00  100% 

2 Pembuatan kanopi samping 

Balai Desa uk:26m x 400000 
 Rp        11,596,000.00   Belum Terlaksana  0% 

3 Pengerasan jalan antar dusun 

Bohar-Balun 
 Rp        14,890,860.87   Belum Terlaksana  0% 

4 Belanja modal pengadaan 

ruang pelayanan 
 Rp        25,000,000.00   Rp       25,000,000.00  100% 

5 Pemb. Posyandu 5 (Anyelir)  Rp        24,000,000.00   Rp       23,941,200.00  100% 

6 
Pembangunan saluran air di 

RT 03 RW 02 (P. 60m x 

T.0,50m) 

 Rp        13,056,000.00   Rp       13,056,000.00  100% 

7 Pemb. Paving di RT 04 RW 

02 & RT 10 RW 06 
 Rp        36,544,945.00   Rp       36,438,900.00  100% 

8 Pemb. Paving di RT 04 RW 

02 (P. 45m x L.1,5m = 67,5m² 

 Rp          7,441,800.00   Rp         7,264,700.00  98% 

9 Pemb. Paving di RT 05 RW 

03 (P.79m x L.2m = 158m²) 
 Rp        18,493,700.00   Rp       18,493,700.00  100% 

10 
Pemb. Paving di RT 23 RW 

04 (P.93m x L.2,5m = 

232,2m²) 

 Rp        24,645,630.00   Rp       24,580,130.00  100% 

Jumlah Lanjutan  Rp     256,718,005.87   Rp    228,969,690.00    
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No Uraian  Penerimaan/Anggaran   Pengeluaran/Realisasi    

Jumlah Dilanjutkan  Rp     256,718,005.87   Rp    228,969,690.00    

11 

Pemb. Paving di RT 09 RW 

05 (P. 92m x L.2,5m = 

230m²) 

 Rp        27,331,350.00   Rp       27,331,350.00  100% 

12 

Pemb. Paving di RT 13 RW 

07 (P.127m x L.2,5m = 

317,5m²) 

 Rp        34,049,070.00   Rp       33,296,550.00  98% 

13 

Pemb. Paving di RT 15 RW 

08 (P.100m x L.3m = 300 

m²) 

 Rp        40,328,500.00   Rp       40,328,500.00  100% 

14 
Pembuatan kanopi posyandu 

anyelir / PAUD + paving 
 Rp        28,544,000.00   Rp       27,478,000.00  96% 

15 
pemb paving di halaman 

posyandu anyelir/PAUD 
 Rp          3,172,455.00   Rp         3,172,455.00  100% 

16 
Pemb. Saluran air di RT 01 

RW 01 (P.276M1) 
 Rp        96,600,000.00   Belum Terlaksana  0% 

17 
Pemb. Saluran air di RT 10 

RW 06 (P.45M1) 
 Rp        15,750,000.00   Belum Terlaksana  0% 

18 

Pemb. Paving di RT 13 RW 

07 (P.26m x L.1,8m = 46,8 

m²) 

 Rp          6,037,540.00   Rp         5,973,250.00  99% 

19 
Pemb. Paving di RT 15 RW 

08 (P.56m x L.3m = 168 m²) 
 Rp        23,016,400.00   Rp       22,703,300.00  99% 

20 
Pemb. Paving di RT 05 RW 

03 (P.30m x L.2m = 60m²) 
 Rp          7,766,800.00   Rp         7,589,150.00  98% 

21 
Pemb. Paving di RT 05 RW 

03 (P.67m x L.2m = 134m²) 
 Rp        15,878,320.00   Belum Terlaksana  0% 

22 

Pemb. Paving di RT 07 RW 

04 (P.55m x L.2,5m = 

137,5m²) 

 Rp        16,366,300.00   Belum Terlaksana  0% 

23 

Pembuatan kanopi samping 

pendopo makam 72m² + 

talang 

 Rp        32,500,000.00   Rp       32,252,000.00  99% 

24 

Pemb. Dan pemeliharaan 

jalan paving menuju Dsn 

Kuwung 

 Rp        40,000,000.00   Belum Terlaksana  0% 

25 

Pemb. Dan pemeliharaan 

jalan paving menuju Dsn 

Kuwung 

 Rp        25,000,000.00   Belum Terlaksana  0% 

Jumlah Dana Pembangunan  Rp     635,009,670.87   Rp    395,797,695.00  62% 

Sisa Kas Pembangunan  Rp    239,211,975.87    
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No Uraian Penerimaan/Anggaran 
 

Pengeluaran/Realisasi  

Prosentase 

Penyerapan 

B2 Pemberdayaan Masyarakat       

1 Kegiatan Musrenbangdes  Rp             3,000,000.00   Rp            2,000,000.00  67% 

2 Kegiatan PKK  Rp           15,000,000.00   Rp          10,127,500.00  68% 

3 

Kegiatan pelantikan karang 

taruna 
 Rp             4,500,000.00   Rp                           -    0% 

4 
Peningkatan kapasitas kader 
pemberdayaan masyarakat 

    0% 

   *Linmas 23 orang   Rp           13,300,000.00   Rp          12,600,000.00  95% 

   *Pemdes Bohar 28 orang   Rp             4,000,000.00                   4,000,000.00  100% 

   *BPD 7 orang   Rp             3,500,000.00                   3,500,000.00  100% 

Jumlah Dana Pemberdayaan 

Masyarakat 
 Rp       43,300,000.00   Rp      32,227,500.00  74% 

Sisa Kas Pemberdayaan Masyarakat  Rp      11,072,500.00    

Jumlah Dana Desa  Rp     678,309,670.87   Rp    428,025,195.00  63% 

SiLPa Dana Desa  Rp    250,284,475.61    

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Desa Bohar Tahun 2016 

 Pada tahun 2016 total dana desa yang dapat digunakan di tahun tersebut 

sebesar Rp 678.309.670,61 yang terdiri dari dana desa, SiLPa tahun 2015, dan 

pengembalian temuan dari inspektorat. Realisasi dana desa di tahun 2016 sebesar 

Rp 428.025.195 dengan SiLPa dana desa tahun tersebut sebesar Rp 

250.284.475,61. Dimana dari sisa kas tersebut dapat digunakan di tahun yang 

akan datang. 
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Tabel 3.18 

Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2017 Program Pembangunan Desa 

 
 

  

No Uraian  Penerimaan/Anggaran   Pengeluaran/Realisasi  
 Prosentase 

Penyerapan  

A Pendapatan       

1 Dana Desa (DD) Tahun 2017  Rp      796,741,220.34      

2 SiLPa Dana Desa Tahun 2016  Rp      248,990,475.87      

Jumlah  Rp   1,045,731,696.21      

B Belanja       

B1 Pelaksanaan Pembangunan       

1 
Pembangunan dan pemeliharaan 

kantor dan Balai Desa 
 Rp            54,000,000.00   Rp          53,717,725.00  99% 

2 
Pengelolaan pemakaman desa dan 

petilasan 
 Rp             7,591,240.34   Rp            7,461,000.00  98% 

3 
Pembangunan dan pemeliharaan 

sanitasi lingkungan 
 Rp             5,000,000.00   Rp            4,945,400.00  99% 

4 
Pembangunan saluran air RT 04 

RW 02 (P. 70 M1) 
 Rp            21,000,000.00   Rp          20,797,500.00  99% 

5 
Pembangunan dan pemeliharaan 

irigrasi tersier 
 Rp             5,000,000.00   Rp            3,815,000.00  76% 

6 
Pembangunan dan pemeliharaan 

lapangan desa 
 Rp            80,000,000.00   Rp          79,468,000.00  99% 

7 
Pelaksanaan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (MUSRENBANG) 
 Rp             5,000,000.00   Rp            4,993,000.00  100% 

8 
Pembangunan paving di RT 08 
RW 05 (P 320M x L.3M = 960M) 

 Rp          138,608,100.00   Rp        138,592,523.00  100% 

9 
Pembangunan paving di RT 27 
RW 10 (P 100M x L.3M =300M) 

 Rp            43,889,000.00   Rp          43,863,850.00  100% 

10 
Pembangunan paving di RT 07 
RW 04 (P 93M x L.3M =279M) 

 Rp            40,389,440.00   Rp          37,640,185.00  93% 

11 
Pembangunan paving di RT 05 
RW 03 (P 108M x L.2M = 216M) 

 Rp            35,423,440.00   Rp          31,012,705.00  88% 

Jumlah  Rp      435,901,220.34   Rp     426,306,888.00    
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No Uraian  Penerimaan/Anggaran   Pengeluaran/Realisasi  
 Prosentase 

Penyerapan  

Jumlah Dilanjutkan  Rp      435,901,220.34   Rp     426,306,888.00    

12 
Pembangunan dan pemeliharaan 

jalan desa 
 Rp            10,000,000.00   Rp            9,992,500.00  100% 

13 
Pemeliharaan saluran irigasi dan 
daerah aliran sungai 

 Rp             4,000,000.00   Rp            3,218,000.00  80% 

14 
Pembangunan dan pemeliharaan 
PONKESDES/Pos Yandu 

 Rp            24,000,000.00   Rp          23,970,750.00  100% 

15 
Pembangunan dan pemeliharaan 
Posyandu Dsn Kuwung 

 Rp             5,000,000.00   Rp            4,999,760.00  100% 

16 
Bantuan operasional Pos Yandu 

Lansia 
 Rp            10,800,000.00   Rp          10,749,500.00  100% 

17 
Bantuan operasional Pos Yandu 

Balita 
 Rp            28,540,000.00   Rp          28,539,750.00  100% 

18 
Prasarana pendidikan anak usia 

dini (PAUD) 
 Rp             2,500,000.00   Rp            2,500,000.00  100% 

19 
Prasarana pendidikan Madrasah 

Hidayatul Mubtadiin (MI) 
 Rp             2,500,000.00   Rp            2,500,000.00  100% 

20 Bantuan operasional Gapoktan  Rp             3,500,000.00   Rp            3,483,200.00  100% 

21 
Pembangunan gedung 

pengolahan sampah (TPST) 
 Rp          100,000,000.00   Rp                           -    0% 

22 Belanja material untuk smart city  Rp            60,000,000.00   Rp          60,000,000.00  100% 

23 
Pembuatan kanopi samping balai 
desa + talang 

 Rp            34,925,000.00   Rp          34,925,000.00  100% 

24 
Pemasangan pintu besi samping 

balai desa 
 Rp             3,300,000.00   Rp            3,300,000.00  100% 

25 
Pengerasan jalan antar dusun 

Bohar-Balun 
 Rp            10,400,000.00   Rp          10,375,000.00  100% 

26 
Pembangunan saluran air RT 01 

RW 01 (P. 278 M1) 
 Rp          112,000,000.00   Rp        111,921,000.00  100% 

27 
Pembangunan saluran air di RT 

10 RW 06 (P.45 M1) 
 Rp            18,000,000.00   Rp          11,590,375.00  64% 

Jumlah Lanjutkan  Rp      865,366,220.34   Rp     748,371,723.00    
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No Uraian  Penerimaan/Anggaran   Pengeluaran/Realisasi  
 Prosentase 

Penyerapan  

Jumlah Dilanjutkan  Rp      865,366,220.34   Rp     748,371,723.00    

28 
Pembangunan paving di RT 05 RW 

03 (P.67M x L.2M = 134M²) 
 Rp            15,878,320.00   Rp          15,826,933.00  100% 

29 
Pembangunan paving di RT 07 RW 

04 (P.55M x L.2,5M = 137,5 M²) 
 Rp            16,366,300.00   Rp          16,355,158.00  100% 

30 Pembangunan dan pemeliharaan 
pendamping jalan desa 

 Rp            39,414,855.87   Rp          39,224,425.00  100% 

Jumlah Dana Pembangunan  Rp      937,025,696.21   Rp     819,778,239.00  87% 

Sisa Kas Pembangunan  Rp     117,247,457.21    

No Uraian Penerimaan/Anggaran  Pengeluaran/Realisasi  
 Prosentase 

Penyerapan  

B2 Pemberdayaan Masyarakat       

1 
Pendidikan, pelatihan dan 
penuluhan bagi Kep.Desa & 

Perangkat  Rp             8,500,000.00   Rp            8,500,000.00  

100% 

2 Pelatihan SISKEUDES  Rp             2,500,000.00   Rp            2,250,000.00  90% 

3 Pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan BPD  Rp             5,900,000.00   Rp            5,900,000.00  
100% 

4 Bimtek LPMD, RT dan RW  Rp            29,600,000.00   Rp          29,600,000.00  100% 

5 Kegiatan lomba desa  Rp             7,000,000.00   Rp            6,745,500.00  96% 

6 Kegiatan desa siaga  Rp             3,600,000.00   Rp            3,600,000.00  100% 

7 Kesehatan jiwa  Rp                600,000.00   Rp              600,000.00  100% 

8 Bantuan operasional PKK*  Rp            36,700,000.00   Rp          36,697,000.00  100% 

9 Bantuan operasional karang taruna  Rp            15,600,000.00   Rp          15,600,000.00  100% 

Jumlah Dana Pemberdayaan 

Masyarakat 
 Rp      110,000,000.00   Rp     109,492,500.00  100% 

Sisa Kas Pemberdayaan Masyarakat  Rp            507,500.00    

Jumlah Dana Desa  Rp   1,047,025,696.21   Rp     929,270,739.00  89% 

Sisa/Kurang Kas  Rp       (1,294,000.00)   
Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Desa Bohar Tahun 2017 

 Pada realisasi dana desa tahun 2017, dana desa yang dapat dipergunakan 

sebesar Rp 1.045.731.696,21 yang diperoleh dari dana desa dan SiLPa dana desa 

tahun sebelumnya sebesar Rp 248.990.475,87. Pada tahun 2017 terjadi kurang kas 

sebesar Rp 1.294.000 dimana kurang kas tersebut dipenuhi dari dana Pendapatan 

Asli Desa (PAD) sebesar Rp 1.094.000 dan dari SiLPa tahun kemarin sebesar Rp 

200.000.  
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Tabel 3.19 

Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2018 Program Pembangunan Desa 

 

No Uraian Penerimaan/Anggaran Pengeluaran/Realisasi 

A Pendapatan     

1 Dana Desa (DD) Tahun 2018  Rp      706,138,388.00   -  

  Jumlah  Rp      706,138,388.00    

B Belanja     

B1 Pelaksanaan Pembangunan     

1 

Pembangunan dan 

pemeliharaan kantor dan balai 
desa    Rp         12,315,750.00  

2 Pembangunan dan 

pemeliharaan lapangan desa    Rp           5,950,500.00  

3 Pembangunan dan perbaikan 

selokan/drainase    Rp         86,950,583.00  

4 
Pembangunan dan 
pemeliharaan jalan 

pemukiman/jalan desa    Rp       284,265,271.00  

5 Pengadaan dan pemeliharaan 
ambulance/mobil desa    Rp           2,927,500.00  

6 Pembangunan dan 

pemeliharaan Posyandu    Rp         13,480,117.00  

7 Pengadaan buku /bahan bacaan    Rp           4,930,000.00  

8 

Pembangunan dan 

pemeliharaan Dam/bendungan 

berskala kecil    Rp         14,968,800.00  

9 Pembuatan dan pemeliharaan 

plengsengan sungai    Rp           3,994,000.00  

10 
Pembangunan dan 
pemeliharaan bangunan 

lainnya    Rp         81,495,945.00  

Jumlah Realisasi Dana Pembangunan  Rp      511,278,466.00  
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No  Uraian Penerimaan/Anggaran  Pengeluaran/Realisasi  

B2 Pemberdayaan Masyarakat     

1 Kegiatan pelayanan kesehatan 
lingkungan dan fasilitas KB    Rp              2,599,300.00  

2 
Kegiatan penyediaan makanan 

sehat untuk gizi balita dan anak 

sekolah    Rp              4,500,000.00  

3 Kegiatan perawatan kesehatan 

ibu hamil menyusui    Rp              5,430,000.00  

4 
Pelayanan kesehatan desa 
seperti posyandu balita, 

posyandu lansia    Rp            34,360,800.00  

5 Kegiatan pelayanan penidikan 

PAUD/TPQ    Rp              1,800,000.00  

6 Kegiatan pendirian BUMDes 
dan atau BUMDes bersama    Rp              3,500,000.00  

7 Kegiatan pembersihan daerah 
aliran sungai    Rp              5,510,300.00  

8 Kegiatan pengembangan sistem 
informasi desa    Rp              1,500,000.00  

9 
Kegiatan peningkatan kapasitas 
kader pemberdayaan 

masyarakat desa    Rp            57,000,000.00  

10 Kegiatan peningkatan kapasitas 

kelompok perempuan/PKK    Rp            26,979,600.00  

11 Kegiatan peningkatan kapasitas 

kelompok tani    Rp            17,000,000.00  

12 Kegiatan peningkatan kapasitas 
kelompok masyarakat miskin    Rp              5,992,000.00  

13 
Kegiatan peningkatan kapasitas 

kelompok pemerhati dan 

perlindungan    Rp              4,000,000.00  

14 
Kegiatan peningkatan kapasitas 
kelompok pemuda/karang 

taruna    Rp            22,945,000.00  

Jumlah Realisasi Dana Pemberdayaan Masyarakat  Rp      193,117,000.00  

Jumlah Dana Desa  Rp      706,138,388.00   Rp      704,395,466.00  

SiLPa Dana Desa  Rp          1,742,922.00  
Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Desa Bohar Tahun 2018  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

96 

 

 Di tahun 2018 pendapatan untuk dana desa hanya dimunculnya dana desa 

saja tanpa dimunculkan SiLPa dana desa di tahun sebelumnya. SiLPa dana desa 

tahun kemarin akan muncul menjadi satu bersama SiLPa-SiLPa dari pos-pos yang 

lainnya. 

Tabel 3.20 

Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2019 Program Pembangunan Desa 

 

No Uraian Penerimaan/Anggaran Pengeluaran/Realisasi 

A Pendapatan     

1 Dana Desa (DD) Tahun 2019  Rp      801,061,227.00    

Jumlah  Rp      801,061,227.00    

B Belanja     

B1 Pelaksanaan Pembangunan     

1 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat

an/Pengadaan Sarana dan Prasarana 
   Rp              1,350,000.00  

2 
Penyelenggaraan Pos Kesehatan 

desa/Polindes milik desa 
   Rp              5,926,000.00  

3 Penyelenggaraan Posyandu    Rp            49,546,500.00  

4 
Pemeliharaan Sarana Prasarana 

Posyandu/Polindes/PKD 
   Rp            15,905,000.00  

5 Pemeliharaan jalan desa    Rp            36,282,125.00  

6 
Pemeliharaan prasarana jalan desa 
(gorong-gorong/selokan/parit) 

   Rp            11,970,500.00  

7 
Pemeliharaan gedung/prasarana balai 

desa/balai kemasyarakatan 
   Rp              2,655,000.00  

8 
Pemeliharaan pemakaman/situs 
bersejarah/petilasan milik desa 

   Rp            23,266,668.00  

9 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat

an/pengerasan jalan lingkungan 
   Rp          224,010,550.00  

10 
Pembangunan/Rehabilitasi/peningkat
an pemakaman milik desa 

   Rp            29,996,052.00  

11 
Lain-lain kegiatan Sub bidang 

pekerjaan umum dan tata ruang 
   Rp            34,981,910.00  

12 
Pembangunan/rehabilitasi/peningkata
n sistem pembangunan air limbah 

   Rp            16,245,100.00  

13 
Pembuatan rambu-rambu di jalan 

desa 
   Rp              2,486,450.00  

Jumlah Realisasi Dana Pembangunan  Rp      454,621,855.00  
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No Uraian Penerimaan/Anggaran Pengeluaran/Realisasi 

B2 Pemberdayaan Masyarakat     

1 
Penguatan ketahanan pangan 

tingkat desa (lumbung desa)   
 Rp                254,500.00  

2 
Pemeliharaan saluran irigasi 

tersier/sederhana   
 Rp              5,687,000.00  

3 
Pembangunan saluran irigasi 

tersier/pembangunan   
 Rp            42,207,850.00  

4 
Lain-lain kegiatan sub bidang 

pertanian dan peternakan   
 Rp                400,000.00  

5 Peningkatan kapasitas kepala desa    Rp              1,200,000.00  

6 
Penigkatan kapasitas perangkat 
desa   

 Rp              9,565,500.00  

7 
Pelatihan san penyuluhan 

pemberdayaan perempuan   
 Rp            24,976,650.00  

8 
Pelatihan dan penyuluhan 

pelindungan anak   
 Rp              3,500,000.00  

Jumlah Realisasi Dana Pemberdayaan Masyarakat  Rp        87,791,500.00  

Jumlah Dana Desa  Rp      801,061,227.00   Rp      542,413,355.00  

SiLPa Dana Desa  Rp      258,647,872.00  
Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Desa Bohar Tahun 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dari awal adanya Dana Desa (DD) tahun 2015 

hingga tahun 2019, Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Bohar tidak selalu 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 ke 2018 DD yang diterima oleh Desa 

Bohar mengalami penurunan 88,62%. Awal adanya Dana Desa (DD) Tahun 2015 

Desa Bohar mendapat DD sebesar Rp 278.382.424 yang fokus penggunakan 

untuk pelaksanaan pembangunan, tahun 2016 DD sebesar Rp 678.309.670,71 

ditahun 2017 DD sebesar Rp 796.741.220,34 lalu terdapat SiLPa DD tahun 2016 

maka total DD menjadi Rp 1.045.731.696,21 dimana pada tahun ini terjadi minus 

pengeluaran/belaja dari DD sebesar Rp 1.294.000, tahun 2018 DD sebesar Rp 

706.138.388 dan tahun 2019 DD yang diterima sebesar Rp 801.061 227.  
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2. Rancangan Anggaran Belanja dalam Pembangunan Menggunakan Dana Desa 

(DD) Tahun 2015-2019 

 Sebelum APBDes terbentuk desa akan membuat RKPDes beserta 

anggaran dari kegiatan yang terdapat dalam RKPDes. Setelah RKPDes terbentuk 

akan dimusrenbandeskan bersama masyarakat dan elemen-elemen pemerintah 

desa yang lainnya, apabila sudah disetujui maka dapat terbentuk APBDes. Di 

dalam anggaran RKPDes yang digunakan dalam kegiatan pembangunan, dapat 

terjadi lebih atau kurang anggaran dalam APBDes tergantung dengan jumlah 

penerimaan dana desa dan evaluasi. Penerimaan dana desa akan dituangkan pada 

APBDes. APBDes dapat mengalami perubahan, perubahan APBDes terjadi 

karena adanya evaluasi dari kecamatan dan adanya tambahan dana dari 

kabupaten/kota. Setelah APBDes dievaluasi dan disetujui oleh kecamatan yang 

dalam hal ini disetujui oleh bapak camat, maka dana desa dapat direalisasikan. 

Berikut data rancangan anggaran belanja dalam pembangunan dengan 

menggunakan dana desa pada tahun 2015-2019. 
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Tabel 3.21 

Anggaran RKPDes, APBDes, dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 

 

No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKP  
APBDes Perubahan 

 Realisasi Dana Desa  
Prosentase 

Penyerapan  Sebelum   Sesudah  

1 
Pembangunan saluran air di RT 02 

RW 01 (p= 46 M1) 
Rp       60,000,000.00 Rp        9,000,000.00 Rp        9,000,000.00 Rp         11,692,877.00 130% 

2 
Pembangunan saluran air di RT 03 

RW 02 (p = 60 M1 ; T = 0,50m) 
Rp       40,000,000.00 Rp       12,000,000.00 Rp       12,000,000.00 Rp                         - 0% 

3 
Peninggihan jalan RT 04 RW 02 (p 

= 70M1 ; L = 2,8m ; T = 20cm) 
Rp        7,500,000.00 Rp       15,000,000.00 Rp       15,000,000.00 Rp         13,349,962.00 89% 

4 
Pembangunan kompleks Makam 
Sayyid Hasan Madinah 

Rp       71,500,000.00 Rp     100,000,000.00 Rp     100,000,000.00 Rp         91,197,385.00 91% 

5 
Pemb. Sarana untuk pelayanan 
masyarakat (kanopi B.Desa + 

pagar) 

Rp                       - Rp       20,000,000.00 Rp       20,000,000.00 Rp         13,200,000.00 66% 

6 
Pembangunan teras PAUD 

"Anyelir" RW 09 
Rp                       - Rp       10,000,000.00 Rp       10,000,000.00 Rp         10,000,000.00 100% 

7 

Pembangunan Paving di RT 04 

RW 02 dan RT 10 RW 06 (P.90M 

x L.2,5M) 

Rp       24,200,000.00 Rp       27,382,424.00 Rp       27,382,424.00 Rp                         - 0% 

8 

Pembangunan Paving di RT 11 

RW 06 (P.88M x L.2,5M = 220 

M²) 

Rp                       - Rp       25,000,000.00 Rp       25,000,000.00 Rp         23,900,000.00 96% 

9 
Pemb. Paving di Dsn Kuwung RT 
14,15 RW 08 (p.115m x L.3m = 

345 m²) 

Rp       67,500,000.00 Rp       60,000,000.00 Rp       60,000,000.00 Rp         60,000,235.00 100% 

Jumlah Rp 270,700,000.00 Rp 278,382,424.00 Rp 278,382,424.00 Rp   223,340,459.00 80% 
 Sumber: Diolah dari RKPDes 2015, APBDes 2015 dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 
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Dari tabel diatas, penyerapan anggaran yang paling tinggi terjadi pada 

kegiatan pembangunan teras PAUD “Anyelir’ dan Pembangunan paving di RT 

14, 15 RW 08 dengan penyerapan sebesar 100%. Sedangkan penyerapan yang 

rendah terjadi pada kegiatan pembangunan sarana untuk pelayanan masyarakat 

yang berupa pembangunan kanopi balai desa dan pagar sebesar 66%. Dari total 

kegiatan pembangunan anggaran dapat terserap sebesar 80% dari total yang sudah 

dianggarakan terutama dalam bidang pembangunan.  
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Tabel 3.22 

Anggaran RKPDes, APBDes, dan Realisasi Dana Desa Tahun 2016 

No Uraian Kegiatan Anggaran RKPDes 
APBDes Perubahan 

Realisasi Dana Desa 
Prosentase 

Penyerapan  Sebelum   Sesudah  

1 
Pemb. Kompleks Makam 

Sayyid Hasan Madinah 
 Rp          45,000,000.00   Rp          45,000,000.00   Rp          47,000,000.00   Rp         46,898,510.00  100% 

2 
Pembuatan kanopi samping 

Balai Desa uk:26m x 400000 
 Rp                           -     Rp          11,596,000.00   Rp          11,596,000.00   Rp                         -    0% 

3 
Pengerasan jalan antar dusun 

Bohar-Balun 
 Rp            9,000,000.00   Rp            9,000,000.00   Rp          14,890,860.87   Rp                         -    0% 

4 
Belanja modal pengadaan 

ruang pelayanan 
 Rp                           -     Rp          25,000,000.00   Rp          25,000,000.00   Rp         25,000,000.00  100% 

5 Pemb. Posyandu 5 (Anyelir)  Rp          24,000,000.00   Rp          24,000,000.00   Rp          24,000,000.00   Rp         23,941,200.00  100% 

6 
Pembangunan saluran air di 
RT 03 RW 02 (P. 60m x 

T.0,50m) 

 Rp          15,000,000.00   Rp          15,000,000.00   Rp          13,056,000.00   Rp         13,056,000.00  100% 

7 
Pemb. Paving di RT 04 RW 
02 & RT 10 RW 06 

 Rp          56,708,568.00   Rp          56,708,568.00   Rp          36,544,945.00   Rp         36,438,900.00  100% 

8 

Pemb. Paving di RT 04 RW 

02 (P. 45m x L.1,5m = 
67,5m² 

 Rp          17,000,000.00   Rp          17,000,000.00   Rp            7,441,800.00   Rp          7,264,700.00  98% 

9 
Pemb. Paving di RT 05 RW 

03 (P.79m x L.2m = 158m²) 
 Rp          36,400,000.00   Rp          36,400,000.00   Rp          18,493,700.00   Rp         18,493,700.00  100% 

Jumlah Lanjutan  Rp    203,108,568.00   Rp    239,704,568.00   Rp    198,023,305.87   Rp   171,093,010.00  86% 
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No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKPDes  
APBDes Perubahan 

 Realisasi Dana Desa  
 Prosentase 

Penyerapan   Sebelum   Sesudah  

Jumlah Dilanjutkan  Rp    203,108,568.00   Rp    239,704,568.00   Rp    198,023,305.87   Rp   171,093,010.00  86% 

10 
Pemb. Paving di RT 23 RW 
04 (P.93m x L.2,5m = 

232,2m²) 

 Rp          46,500,000.00   Rp          46,500,000.00   Rp          24,645,630.00   Rp         24,580,130.00  100% 

11 
Pemb. Paving di RT 09 RW 
05 (P. 92m x L.2,5m = 

230m²) 

 Rp          46,000,000.00   Rp          46,000,000.00   Rp          27,331,350.00   Rp         27,331,350.00  100% 

12 

Pemb. Paving di RT 13 RW 

07 (P.127m x L.2,5m = 
317,5m²) 

 Rp          63,500,000.00   Rp          63,500,000.00   Rp          34,049,070.00   Rp         33,296,550.00  98% 

13 
Pemb. Paving di RT 15 RW 

08 (P.100m x L.3m = 300 m²) 
 Rp          61,000,000.00   Rp          61,000,000.00   Rp          40,328,500.00   Rp         40,328,500.00  100% 

14 
Pembuatan kanopi posyandu 
anyelir / PAUD + paving 

 Rp          28,544,000.00   Rp          28,544,000.00   Rp          28,544,000.00   Rp         27,478,000.00  96% 

15 
pemb paving di halaman 

posyandu anyelir/PAUD 
 Rp                           -     Rp                           -     Rp            3,172,455.00   Rp          3,172,455.00  100% 

16 
Pemb. Saluran air di RT 01 
RW 01 (P.276M1) 

 Rp        117,000,000.00   Rp        117,600,000.00   Rp          96,600,000.00   Rp                         -    0% 

17 
Pemb. Saluran air di RT 10 

RW 06 (P.45M1) 
 Rp                           -     Rp                           -     Rp          15,750,000.00   Rp                         -    0% 

18 
Pemb. Paving di RT 13 RW 
07 (P.26m x L.1,8m = 46,8 

m²) 

 Rp          63,500,000.00   Rp                           -     Rp            6,037,540.00   Rp          5,973,250.00  99% 

19 
Pemb. Paving di RT 15 RW 

08 (P.56m x L.3m = 168 m²) 
 Rp          61,000,000.00   Rp                           -     Rp          23,016,400.00   Rp         22,703,300.00  99% 

20 

Pemb. Paving di RT 05 

RW 03 (P.30m x L.2m = 

60m²) 

 Rp                           -     Rp                           -     Rp         7,766,800.00   Rp       7,589,150.00  98% 

Jumlah Lanjutan  Rp    690,152,568.00   Rp    602,848,568.00   Rp    505,265,050.87   Rp   363,545,695.00  72% 
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No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKPDes  
APBDes Perubahan 

 Realisasi Dana Desa  
 Prosentase 

Penyerapan   Sebelum   Sesudah  

Jumlah Dilanjutkan  Rp    690,152,568.00   Rp    602,848,568.00   Rp    505,265,050.87  Rp   363,545,695.00 72% 

21 
Pemb. Paving di RT 05 RW 03 
(P.67m x L.2m = 134m²) 

 Rp          36,400,000.00   Rp                           -     Rp          15,878,320.00   Rp                         -    
                 

0% 

22 
Pemb. Paving di RT 07 RW 04 

(P.55m x L.2,5m = 137,5m²) 
 Rp                           -     Rp                           -     Rp          16,366,300.00   Rp                         -    

                

0% 

23 
Pembuatan kanopi samping 

pendopo makam 72m² + talang 
 Rp                           -     Rp                           -     Rp          32,500,000.00   Rp         32,252,000.00  99% 

24 
Pemb. Dan pemeliharaan jalan 

paving menuju Dsn Kuwung 
 Rp                           -     Rp                           -     Rp          40,000,000.00   Rp                         -    

                 

0% 

25 
Pemb. Dan pemeliharaan jalan 
paving menuju Dsn Kuwung 

 Rp                           -     Rp                           -     Rp          25,000,000.00   Rp                         -    
                

0% 

Jumlah  Rp    726,552,568.00   Rp    602,848,568.00   Rp    635,009,670.87   Rp   395,797,695.00             61.89  

 Sumber: Diolah dari RKPDes 2016, APBDes 2016 dan Laporan Realisasi Dana Desa 2016 

 Dari data di atas penyerapan anggaran 100% terdapat dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu belanja modal pengadaan ruang 

pelayanan, pembangunan saluran air di RT 03 RW 02, pembangunan paving di RT 03 RW 02, RT 05 RW 03, RT 09 RW 05, RT 15 

RW 08 dan di halaman posyandu anyelir/PAUD. Sedangkan penyerapan yang rendah sebesar 0% karena tidak terealisasinya kegiatan 

sebanyak 7 kegiatan, yaitu pembuatan kanopi samping balai desa, pengerasan jalan antar dusun Bohar-Balun, Pembangunan saluran 

air di RT 01 RW 01, RT 10 RW 06, pembangunan paving di RT 05 RW 03, RT 07 RW 04, pembangunan dan pemeliharaan jalan 

paving menuju Dusun Kuwung. 
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Tabel 3.23 

Anggaran RKPDes, APBDes, dan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 

No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKPDes  
APBDes Perubahan 

 Realisasi Dana Desa  
 Prosentase 

Penyerapan   Sebelum   Sesudah  

1 
Pembangunan dan pemeliharaan 

kantor dan Balai Desa 
 Rp       30,000,000.00   Rp       30,000,000.00   Rp       54,000,000.00   Rp         53,717,725.00  99% 

2 
Pengelolaan pemakaman desa 

dan petilasan 
 Rp       15,000,000.00   Rp       10,541,240.00   Rp        7,591,240.34   Rp          7,461,000.00  98% 

3 
Pembangunan dan pemeliharaan 

sanitasi lingkungan 
 Rp                       -     Rp        5,000,000.00   Rp        5,000,000.00   Rp          4,945,400.00  99% 

4 
Pembangunan saluran air RT 04 

RW 02 (P. 70 M1) 
 Rp       21,000,000.00   Rp       21,000,000.00   Rp       21,000,000.00   Rp         20,797,500.00  99% 

5 
Pembangunan dan pemeliharaan 

irigrasi tersier 
 Rp        5,000,000.00   Rp        5,000,000.00   Rp        3,000,000.00   Rp          3,815,000.00  127% 

6 
Pembangunan dan pemeliharaan 

lapangan desa 
 Rp        5,000,000.00   Rp       75,000,000.00   Rp       80,000,000.00   Rp         79,468,000.00  99% 

7 

Pelaksanaan Musyawarah 

Rencana Pembangunan 

(MUSRENBANG) 

 Rp                       -     Rp       11,000,000.00   Rp        5,000,000.00   Rp          4,993,000.00  100% 

8 
Pembangunan paving di RT 08 
RW 05 (P 320M x L.3M = 

960M) 

 Rp     153,600,000.00   Rp     138,608,100.00   Rp     138,608,100.00   Rp       138,592,523.00  100% 

9 
Pembangunan paving di RT 27 

RW 10 (P 100M x L.3M =300M) 
 Rp     146,400,000.00   Rp       43,889,000.00   Rp       43,889,000.00   Rp         43,863,850.00  100% 

Jumlah Lanjutan  Rp 376,000,000.00   Rp 340,038,340.00   Rp 358,088,340.34   Rp   357,653,998.00  100% 
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No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKPDes  
APBDes Perubahan 

 Realisasi Dana Desa  
 Prosentase 

Penyerapan   Sebelum   Sesudah  

Jumlah Dilanjutkan  Rp 376,000,000.00   Rp 340,038,340.00   Rp 358,088,340.34   Rp   357,653,998.00  100% 

10 
Pembangunan Paving di RT 07 

RW 04 (P 93M x L 3M = 279M) 
 Rp       44,640,000.00   Rp       40,389,440.00   Rp       40,389,440.00   Rp         37,640,185.00  93% 

11 

Pembangunan paving di RT 05 

RW 03 (P 108M x L.2M = 
216M) 

 Rp                       -     Rp       35,423,440.00   Rp       35,423,440.00   Rp         31,012,705.00  88% 

12 
Pembangunan dan pemeliharaan 
jalan desa 

 Rp       15,000,000.00   Rp       10,000,000.00   Rp       10,000,000.00   Rp          9,992,500.00  100% 

13 
Pemeliharaan saluran irigasi dan 
daerah aliran sungai 

 Rp        3,500,000.00   Rp        4,000,000.00   Rp        4,000,000.00   Rp          3,218,000.00  80% 

14 
Pembangunan dan pemeliharaan 

PONKESDES/Pos Yandu 
 Rp       25,000,000.00   Rp       23,000,000.00   Rp       24,000,000.00   Rp         23,970,750.00  100% 

15 
Pembangunan dan pemeliharaan 

Posyandu Dsn Kuwung 
 Rp                       -     Rp        5,000,000.00   Rp        5,000,000.00   Rp          4,999,760.00  100% 

16 
Bantuan operasional Pos Yandu 

Lansia 
 Rp                       -     Rp       10,800,000.00   Rp       10,800,000.00   Rp         10,749,500.00  100% 

17 
Bantuan operasional Pos Yandu 
Balita 

 Rp                       -     Rp       28,540,000.00   Rp       28,540,000.00   Rp         28,539,750.00  100% 

18 
Prasarana pendidikan anak usia 
dini (PAUD) 

 Rp        3,000,000.00   Rp        2,500,000.00   Rp        2,500,000.00   Rp          2,500,000.00  100% 

19 
Prasarana pendidikan Madrasah 

Hidayatul Mubtadiin (MI) 
 Rp        3,000,000.00   Rp        2,500,000.00   Rp        2,500,000.00   Rp          2,500,000.00  100% 

20 Bantuan operasional Gapoktan  Rp        4,000,000.00   Rp        3,500,000.00   Rp        3,500,000.00   Rp          3,483,200.00  100% 

Jumlah Lanjutan  Rp 474,140,000.00   Rp 505,691,220.00   Rp 524,741,220.34   Rp   516,260,348.00  98% 
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No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKPDes  
APBDes Perubahan 

 Realisasi Dana Desa  
 Prosentase 

Penyerapan   Sebelum   Sesudah  

Jumlah Dilanjutkan Rp 474,140,000.00 Rp 505,691,220.00 Rp 524,741,220.34 Rp   516,260,348.00 98% 

21 
Pembangunan gedung 

pengolahan sampah (TPST) 
Rp     200,000,000.00 Rp     200,000,000.00 Rp     100,000,000.00 - 0% 

22 
Belanja material untuk smart 

city 
Rp                       - Rp                       - Rp       60,000,000.00 Rp         60,000,000.00 100% 

23 
Pembuatan kanopi samping 
balai desa + talang 

Rp                       - 
  

Rp         34,925,000.00 0% 

24 
Pemasangan pintu besi 

samping balai desa 
Rp                       - 

  
Rp          3,300,000.00 0% 

25 
Pengerasan jalan antar dusun 

Bohar-Balun 
Rp       15,000,000.00 

  
Rp         10,375,000.00 0% 

26 
Pembangunan saluran air RT 
01 RW 01 (P. 278 M1) 

Rp                       - 
  

Rp       111,921,000.00 0% 

27 
Pembangunan saluran air di 

RT 10 RW 06 (P.45 M1) 
Rp                       - 

  
Rp         11,590,375.00 0% 

28 

Pembangunan paving di RT 05 

RW 03 (P.67M x L.2M = 
134M²) 

Rp                       - 
  

Rp         15,826,933.00 0% 

29 

Pembangunan paving di RT 07 

RW 04 (P.55M x L.2,5M = 
137,5 M²) 

Rp                       - 
  

Rp         16,355,158.00 0% 

30 

Pembangunan dan 

pemeliharaan pendamping 

jalan desa 

Rp                       - 
  

Rp         39,224,425.00 0% 

Jumlah Rp 689,140,000.00 Rp 705,691,220.00 Rp 684,741,220.34 Rp   819,778,239.00 120% 

 Sumber: Diolah dari RKPDes 2017, APBDes 2017, dan Lpaoran Realisasi Dana Desa 2017 
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Dari data di atas penyerapan tertinggi sebesar 127% yang terjadi dalam 

kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier. Tingginya penyerapan 

anggaran tersebut dikarenakan dana realisasi kegiatan melebihi dari anggaran 

yang sudah ditetapkan dalam APBDes. Untuk nilai penyerapan terendah terdapat 

dalam kegiatan pembangunan gedung pengolahan sampah (TPST) sebesar 0% 

karena kegiatan tersebut tidak terealisasi.Penyerapan terendah kedua terdapat 

dalam kegiatan pembangunan paving di RT 27 RW 10 sebesar 71%. 

Dari semua jenis kegiatan tersebut total penyerapan anggaran di tahun 2017 

sebesar 120%. Hal itu terjadi dikarenakan terdapat anggaran kegiatan yang tidak 

dianggaran dalam APBDes tetapi kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan 

menggunakan SiLPa Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. 
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Tabel 3.24 

Anggaran RKPDes, APBDes, Realisasi Dana Desa Tahun 2018 

No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKP  
APBDes Perubahan 

 Realisasi Dana Desa  
 Prosentase 

Penyerapan   Sebelum   Sesudah  

1 
Pembangunan dan pemeliharaan 

kantor dan balai desa 
 Rp       20,000,000.00   Rp       12,365,388.00   Rp       12,365,388.00   Rp         12,315,750.00  100% 

2 
Pembangunan dan pemeliharaan 

lapangan desa 
 Rp       50,000,000.00   Rp        6,000,000.00   Rp        6,000,000.00   Rp          5,950,500.00  99% 

3 
Pembangunan dan perbaikan 

selokan/drainase 
 Rp                       -     Rp       87,000,000.00   Rp     118,684,631.00   Rp         86,950,583.00  73% 

4 
Pembangunan dan pemeliharaan 

jalan pemukiman/jalan desa 
 Rp       25,000,000.00   Rp     309,134,459.00   Rp     302,085,328.00   Rp       284,265,271.00  94% 

5 
Pengadaan dan pemeliharaan 

ambulance/mobil desa 
 Rp                       -     Rp        7,000,000.00   Rp        3,000,000.00   Rp          2,927,500.00  98% 

6 
Pembangunan dan pemeliharaan 
posyandu 

 Rp                       -     Rp       13,500,000.00   Rp       13,480,500.00   Rp         13,480,117.00  100% 

7 Pengadaan buku/bahan bacaan  Rp                       -     Rp        2,880,000.00   Rp        5,300,000.00   Rp          4,930,000.00  93% 

8 
Pembangunan dan pemeliharaan 

Dam/bendungan beskala kecil 
 Rp       15,000,000.00   Rp       15,000,000.00   Rp       15,000,000.00   Rp         14,968,800.00  100% 

9 
Pembuatan dan pemeliharaan 

plengsengan sungai 
 Rp                       -     Rp        4,000,000.00   Rp        3,994,000.00   Rp          3,994,000.00  100% 

10 
Pembangunan dan pemeliharaan 

bangunan lainnya 
 Rp       25,000,000.00   Rp       35,000,000.00   Rp     149,775,000.00   Rp         81,495,945.00  54% 

Jumlah  Rp 135,000,000.00   Rp 491,879,847.00   Rp 629,684,847.00   Rp   511,278,466.00  81% 

 Sumber: Diolah dari RKPDes 2018, APBDes 2018, dan Laporan Realisasi Dana Desa 2018 
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 Dari data di atas penyerapan sempurna sebesar 100% terjadi pada kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan posyandu, pembuatan dan pemeliharaan 

plengsengan. Sedangkan penyerapan yang rendah terdapat dalam kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan bangunan sebesar 54%. Jumlah penyerapan di 

tahun 2018 sebesar 81% dengan 10 kelompok kegiatan bidang pembangunan. 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

110 

 

Tabel 3.25 

Anggaran RKPDes, APBDes, Realisasi Dana Desa Tahun 2019 

 

No  Uraian Kegiatan  Anggaran RKPDes   Realisasi Dana Desa  
APBDes Perubahan  Prosentase 

Penyerapan   Sebelum   Sesudah  

1 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan 
sarana/prasarana/alat peraga PAUD / TK 

 Rp       15,000,000.00   Rp        1,350,000.00   Rp       16,500,000.00  Rp     16,350,000.00 8% 

2 

Penyelenggaraan Pos Kesehatan 

Desa/Polindes milik desa (obat, insentif,KB, 

dsb) 

 Rp        2,500,000.00   Rp        5,926,000.00   Rp        7,400,000.00  Rp        7,400,000.00 80% 

3 
Penyelenggaraan posyandu (Makan 

tambahan,Kls Bumil,Lansia,insentif,dsb) 
 Rp       47,800,000.00   Rp       49,546,500.00   Rp       78,345,000.00  Rp       76,345,000.00 65% 

4 
Pemeliharaan Sarana Prasarana 

Posyandu/Polindes/PKD 
 Rp       15,000,000.00   Rp       15,905,000.00   Rp       18,000,000.00  Rp       16,200,000.00 98% 

5 Pemeliharaan jalan desa  Rp       20,000,000.00   Rp       36,282,125.00   Rp       16,960,000.00  Rp       38,205,500.00 95% 

6 
Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-

gorong/selokan/parit/drainase) 
 Rp       20,000,000.00   Rp       11,970,500.00   Rp       15,000,000.00  Rp       16,000,000.00 75% 

7 
Pemeliharaan gedung/prasarana balai 
desa/balai kemasyarakatan 

 Rp       15,000,000.00   Rp        2,655,000.00   Rp       14,523,081.73  Rp       14,523,081.73 18% 

8 
Pemeliharaan pemakaman/situs 

bersejarah/petilasan milik desa 
 Rp       25,000,000.00   Rp       23,266,668.00   Rp       10,000,000.00  Rp       24,000,000.00 97% 

9 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen
gerasan jalan lingkungan 

 Rp     452,095,000.00   Rp     224,010,550.00   Rp     267,604,462.00  Rp     224,010,550.00 100% 

10 
Pembanggunan/Rehabilitasi/Peningkatan 

pemakaman milik desa/situs bersejarah 
 Rp                       -     Rp       29,996,052.00   Rp       30,000,000.00  Rp       29,996,052.00 100% 

11 
Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan 
umum dan tata ruang 

 Rp       25,000,000.00   Rp       34,981,910.00   Rp       35,000,000.00  Rp       34,981,910.00 100% 

12 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 

Sistem Pembangunan Air Limbah 
 Rp       10,000,000.00   Rp       16,245,100.00   Rp       27,750,000.00  Rp       39,575,100.00 41% 

13 Pembuatan rambu-rambu jalan  Rp                       -     Rp        2,486,450.00   Rp        2,500,000.00  Rp        3,000,000.00 83% 

Jumlah  Rp 647,395,000.00   Rp 454,621,855.00   Rp 539,582,543.73  Rp 540,587,193.73 84% 
Sumber: Diolah dari RKPDes 2019, APBDes 2019, dan Laporan Realisasi Dana Desa 2019 
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Dari data di atas, pada tahun 2019 penyerapan tertinggi sebesar 100% 

terdalam dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu pembangunan/rehabilitasi/ 

peningkatan/pengerasan jalan lingkungan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan 

pemakaman milik desa/situs bersejarah dan lain-lain kegiatan sub bidang 

pekerjaan umum dan tata ruang. Sedangkan penyerapan rendah sebesar 8% dalam 

kegiatan pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga 

PAUD/TK. Jumlah penyerapan di tahun 2019 sebesar 84% dari 13 kelompok jenis 

kegiatan. 
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN 

PEMBANGUNAN DESA DI DESA BOHAR KECAMATAN TAMAN 

KABUPATEN SIDOARJO 

 

A. Implentasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

Implementasi Dana Desa (DD) yang dimaksudkan untuk mengetahui 

penerapan pengelolaan dana desa. Dana desa digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan untuk pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Dana 

Desa (DD) sebesar 70% akan digunakan untuk membiayai pembangunan, 

baik pembangunan fisik maupun non fisik dan 30% digunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat. Dalam implementasi dana desa akan melalui 

beberapa tahapan, yaitu: 

1. Perencanaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Desa 

Pemerintah dalam mengatur dan menyusun perencanaan 

pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangan dan mengacu 

pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan 

pembangunan tersebut meliputi RPJM Desa yang digunakan untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa. 

RPJM Desa disusun ketika masa pemerintahan kepala desa baru. 

Setelah penyusunan RPJMDes maka akan disusun RKPDes untuk 
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setiap tahunnya. RKPDes akan mengacu pada RPJMDes yang sudah 

disepakati dan ditetapkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur penyusunan perencanaan 

pembangunan desa di Desa Bohar sudah baik dalam penyusunan 

RPJMDes maupun RKPDes sudah sesuai dengan teori dan peraturan 

dari pemerintah. Dimana alur penyusunan perencanaan pembangunan 

dimulai dari: 

1. Musyawarah Desa (Musdes), yang diselenggarakan oleh BPD, 

yang dihadiri oleh LPMD/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, 

RT/RW, PKK, dan juga Karang Taruna. Pembahasan Musdes 

meliputi pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati 

hasil pencermatan ulang RPJM Desa, dan membentuk tim 

verifikasi sesuai jenis kegiatan. Dari adanya Musdes hasil berupa 

langsung dibentuknya tim penyusun RKPDes dan daftar hadir. 

2. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa, pembentukan 

tim penyusunan RKPDes dibentuk langsung oleh kepala desa 

bersamaan dengan musdes untuk mempersingkat waktu dan biaya 

yang dikeluarkan.  Tim beranggotaan 7 - 11 orang. Di Desa Bohar 

setiap tahunnya untuk tim penyusun RKPDes sebanyak 11 orang 

yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku 

ketua, ketua LPMD sebagai sekretaris, anggota yang meliputi 

perangkat desa, LPMD, unsur masyarakat (Tokoh Masyarakat/ 

Tokoh Agama). Hasil dari pembentukan tim penusunan RKPDes 
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ini berupa berita acara serta dokumen rancangan RKPDes beserta 

anggarannya untuk kepala Desa. 

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), 

penyelenggara dari musrenbangdes adalah kepala desa. 

musrenbangdes diadakan guna membahas dan menyepakati 

rancangan RKPDes yang sudah dibuat oleh Tim penyusun 

RKPDes. Peserta yang hadir meliputi unsur pemerintah desa, BPD, 

Unsur masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama), dan 

turutserta mengundang anggota dewan, pihak kecamatan, satuan 

kerja pemerintah daerah kabupaten, pendamping desa, dan unsur 

masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

Rancangan RKPDes memuat: empat bidang, prioritas program dan 

kegiatan yang didanai. Hasil dari Musrenbangdes ini berupa berita 

acara yang berisikan apa saja prioritas pembangunan, notulen 

gabung menjadi satu dengan berita acara, dan daftar hadir. 

4. Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes), di Desa Bohar 

untuk penyusunan APBDes mengacu kedalam RKPDes yang 

sudah ditetapkan sebagai pedoman dalam penganggarannya. 

Sebelum proses penyusunan perencanaan berlangsung, pihak 

pemerintah desa terutama sekretaris desa memberikan sejenis belangko 

untuk setiap RT/RW, agar dapat menyaring usulan serta aspirasi yang 

dibutuhkan oleh warganya, baik itu berupa pembangunan maupun 
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pemberdayaan (pelatihan masyarakat). Akan tetapi, usulan warga yang 

diberikan selama ini masih berupa usulan pembangunan fisik. 

Dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa di Desa Bohar 

setiap tahunnya usulan yang diberikan masyarakat berbeda-beda. 

Pemerintah desa menampung semua aspirasi dari masyarakat lalu 

membuat skala prioritas dari aspirasi yang sudah ditampung. 

Tabel 4.1 

Kegiatan Pembangunan Desa 

 

No Uraian 

Banyak Kegiatan 

Kegiatan RKPDes Realisasi 
Belum/Tidak 

terealisasi 

1 2015 24 kegiatan 

10 Kegiatan dari 

RKPDes, 5 Kegiatan 

tidak ada dalam 
RKPDes 

14 Kegiatan 

RKPDes 

2 2016 21 Kegiatan 

11 Kegiatan dari 

RKPDes, 7 Kegiatan 

tidak ada dalam 
RKPDes 

10 Kegiatan 

RKPDes 

3 2017 19 Kegiatan 

13 Kegiatan dari 

RKPDes, 9 Kegiatan 
tidak ada dalam 

RKPDes 

6 Kegiatan 
RKPDes 

4 2018 23 Kegiatan 

5 Kegiatan dari 

RKPDes, 5 Kegiatan 
tidak ada dalam 

RKPDes 

18 Kegiatan 
RKPDes 

5 2019 31 Kegiatan 

24 Kegiatan dari 

RKPDes, 1 Kegiatan 
tidak ada dalam 

RKPDes 

7 Kegiatan 
RKPDes 

Sumber: Diolah dari RKPDes Tahun 2015-2019 

Dari tabel diatas setiap tahunnya realisasi pembangunan desa 

terdapat kegiatan diluar RKPDes yang sudah disetujui. Akan tetapi, 

kegiatan tersebut masih mengacu dalam RPJMDes yang sudah 

ditetapkan. 
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Pada tahun 2015 terdapat 24 kegiatan rencana pembangunan desa 

didalam RKPDes. Sebanyak 10 kegiatan dari RKPDes, 5 kegiatan 

tidak ada dalam RKPDes yang dapat terealisasi dan masih terdapat 14 

kegiatan yang terdapat RKPDes belum terealisasi. Hal tersebut 

dikarenakan adanya prioritas pembangunan. Pada tahun 2016 terdapat 

21 kegiatan rencana pembangunan dalam RKPDes. Sebanyak 11 

kegiatan yang dari RKPDes dan 7 Kegiatan tidak ada dalam RKPDes 

dan terdapat 10 kegiatan dalam RKPDes yang belum terealisasi. 7 

Kegiatan yang tidak ada dalam RKPDes  tersebut merupakan kegiatan 

yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dan baru dapat 

terealisasi pada tahun berikutnya. Hal tersebut dikarenakan adanya 

skala prioritas dan sudah berakhirnya masa pada tahun tersebut. 

Sama halnya dengan tahun 2015 dan tahun 2016, tahun 2017 

hingga tahun 2019 tidak seluruhnya rencana kegiatan pembangunan 

yang terdapat di RKPDes terealisasi. Hal tersebut dikarenakan masih 

adanya pembangunan yang belum terealisasi ditahun sebelumnya, 

maka harus direncanakan kembali diRKPDes tahun yang akan datang. 

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah yang sudah diadakan 

meningkat didua tahun terakhir yakni tahun 2018 dan tahun 2019. 

Untuk tahun 2015 tidak terdapat lampiran daftar hadir peserta 

musyawarah didalam RPKDes. Tahun 2016 hingga tahun 2017 sudah 

terdapat lampiran daftar hadir peserta musyawarah di dalam RKPDes 
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tetapi hanya beberapa masyarakat saja yang turut hadir. Hal ini dilihat 

dari tingkat kehadiran masyarakat yang tercermin dari daftar hadir di 

RKPDes. 

2. Penganggaran Dana Desa (DD) untuk Pembiayaan Pembangunan Desa 

Proses penganggaran pembiayaan pembangunan desa termasuk 

kedalam APBDes. Dimana dalam penganggaran pembiayaan 

pembangunan desa dilakukan oleh kasi perencanaan, sekretaris desa 

dan bendahara desa yang berpedoman kedalam RKPDes yang sudah 

disepakati. 

Tabel 4.2 

Anggaran Kegiatan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan 

 

Tahun 
 Anggaran 

RKPDes (Rp) 

 Dana Desa 

(Rp) 

 Anggaran APBDes  
 Realisasi (Rp) 

Prosentase 

Penyerapan 
 Sebelum (Rp)  Sesudah (Rp)  

2015 270,700,000.00 278,382,423.87 278,382,424.00 278,382,424.00 223,340,459.00 80% 

2016 726,552,568.00 622,118,011.74 602,848,568.00 635,009,670.87 395,797,695.00 62% 

2017 689,140,000.00 796,741,220.34 705,691,220.00 684,741,220.34 819,778,239.00 120% 

2018 135,000,000.00 706,138,388.00 491,879,847.00 629,684,847.00 511,278,466.00 81% 

2019 647,395,000.00 801,061,227.00 539,582,543.73 540,587,193.73 454,621,855.00 84% 

Sumber: Diolah dari RKPDes, APBDes dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2019 

Dari tabel diatas protensase penyerapan anggaran tertinggi terjadi 

pada tahun ke-3 penerimaan dana desa yaitu tahun 2017 sebesar 120%. 

Hal tersebut dikarenakan terdapat SiLPa dana desa pada tahun 2016 

sebesar 54% dari total SiLPa dana desa  keseluruhan tahun 2016 yang 

digunakan di tahun 2017. 
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Hasil penelitian menemukan dari tahun 2015-2019 prosentase 

penyerapan anggaran dalam bidang pembangunan terendah adalah 

tahun 2016 sebesar 62% dan hal tersebut diperbolehkan. Tahun 2015, 

2017, 2018, 2019 prosentase penyerapan anggaran untuk 

pembangunan diatas 70%, hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. 

Sekretaris desa menyampaikan bahwa dana desa sebesar 70% untuk 

pembangunan dan 30% untuk memberdayaan masyarakat sesuai 

dengan peraturan menteri dan peraturan kabupaten. 

Terjadinya prosentase penyerapan anggaran dalam pembangunan 

desa diatas 70% dikarenakan prioritas kegiatan. Apabila daerah 

tersebut tidak segera dibangun maka masyarakat sekitar wilayah 

tersebut terkena imbasnya. Misalnya, wilayah tersebut tidak dipaving 

apabila hujan jalan akan menjadi becek dan banjir, maka masyarakat 

sekitar akan terganggu dan menyebabkan aktivitas terbengkalai. 

Hasil penelitian menemukan bahwa setiap tahunnya masih terdapat 

kegiatan yang sudah dianggarakan oleh pemerintah desa tetapi belum 

atau tidak terlaksana. Kegiatan yang belum terealisasi akan terealisasi 

pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut analisa anggaran kegiatan 

yang tidak terealisasi sesuai dengan tahun anggarannya. 
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Tabel 4.3 

Analisa Anggaran Kegiatan yang Tidak Terealisasi 

 

No Uraian Kegiatan 
 Anggaran 

(Rp) 
Tahun Realisasi 

Tahun 

Realisasi 

 Anggaran 

(Rp) 
Prosentase 

Kenaikan 

Alokasi 

Anggaran 

1 

Pembangunan saluran 

air di RT 03 RW 02 (p = 

60 M1 ; T = 0,50m) 

12,000,000.00 2015 0 2016 13,056,000.00 100.00 9% 

2 

Pembangunan Paving di 

RT 04 RW 02 dan RT 

10 RW 06 (P.90M x 

L.2,5M) 

27,382,424.00 2015 0 2016 36,544,945.00 99.71 33% 

3 

Pembuatan kanopi 

samping Balai Desa 
uk:26m x 400000 

11,596,000.00 2016 0 2017 34,925,000.00 100.00 201% 

4 
Pengerasan jalan antar 

dusun Bohar-Balun 
14,890,860.87 2016 0 2017 10,400,000.00 99.76 -30% 

5 
Pemb. Saluran air di RT 

01 RW 01 (P.276M1) 
96,600,000.00 2016 0 - - - 0% 

6 
Pemb. Saluran air di RT 
10 RW 06 (P.45M1) 

15,750,000.00 2016 0 - - - 0% 

7 
Pemb. Paving di RT 05 
RW 03 (P.67m x L.2m 

= 134m²) 

15,878,320.00 2016 0 2018 52,922,180.00 100.00 233% 

8 
Pemb. Paving di RT 07 
RW 04 (P.55m x 

L.2,5m = 137,5m²) 

16,366,300.00 2016 0 2017 40,389,440.00 93.19 147% 

9 

Pemb. Dan 

pemeliharaan jalan 

paving menuju Dsn 

Kuwung 

65,000,000.00 2016 0 2019 50,000,000.00 100.00 -23% 

10 

Pembangunan gedung 

pengolahan sampah 
(TPST) 

100,000,000.00 2017 0 - - - 0% 

Sumber: Diolah dari RKPDes, Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2019 

Pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak terealisasi di 

tahun 2015, tetapi kedua kegiatan tersebut terealisasi pada tahun 2016 
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dimana kenaikan anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami kenaikan 

sebanyak 9% dan 33%. Naiknya anggaran ditahun realisasi dikarenakan, 

panjang saluran yang harus dibangun, serta belanja material yang naik 

dan juga jasa upah tenaga kerja yang semula hanya dikerjakan 2-3 orang 

pekerja saja harus dikerjakan 4-5 orang pekerja. Kegiatan pembangunan 

saluran air selesai di tahun 2016, karena untuk tahun selanjutnya tidak 

ada lagi kegiatan pembangunan saluran air melainkan hanya 

pemeliharaan saluran air. 

Pada tahun 2016 terdapat 7 kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 

2016. Hal itu dikarenakan dana desa turun terlambat, apabila kegiatan 

pembangunan dipaksakan dibangun di akhir tahun tidak akan 

memungkinkan. Maka dari itu kegiatan tidak dilakukan tetapi akan 

tetap dianggarkan atau direncanakan dalam RKPDes ditahun yang 

akan datang dengan melihat skala prioritas dari pembangunan tersebut. 

Di kegiatan pembangunan paving di RT 07 RW 04 tahun 2016 

terdapat kenaikan alokasi anggaran yang terealisasi di tahun 2017 

sebesar 147% dengan prosentase penyerapan sebesar 93%. Hal 

tersebut dikarenakan adanya panjang wilayah yang dibangun 

mengalami pertambahan. Dengan bertambahnya wilayah yang 

dibangun maka bahan material dan jasa upah tenaga kerja juga 

bertambah. 
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Anggaran ditahun sebelumnya dengan anggaran ditahun terealisasi 

dapat mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena adanya evaluasi 

dari camat dan bertambahnya transfer dana desa dari kabupaten/kota.  

3. Pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Desa 

a. Pelaksanaan penerimaan Dana Desa (DD) 

Dana Desa akan ditransfer oleh pemerintah kabupaten/kota 

ke dalam RKDes. Penyaluran dana tersebut dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan. Di dalam RKDes akan ada 

spesifikasi dan rincian dari setiap dana yang ditranfer oleh 

pemerintah kabupaten/kota hal itu terlihat di dalam rekening koran 

RKDes. Berikut besaran penerimaan dana desa di tahun 2015-

2019. 

Tabel 4.4 

Dana Desa (DD) Tahun 2015-2019 

 

Tahun Dana Desa 

2015  Rp      278,382,423.87  

2016  Rp      622,118,011.74  

2017  Rp      796,741,220.34  

2018  Rp      706,138,388.00  

2019  Rp      801,061,227.00  

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2019 

Penerimaan dana desa dari tahun 2015-2019 setiap 

tahunnya tidak menentu, seperti halnya tahun 2018 terjadi 

penurunan sebesar 89%. Dalam penerimaan dana desa yang di 

terima oleh pemerintah desa terkadang bisa lebih cepat, tepat, 

ataupun terlambat. Untuk mensiasati dan menunggu dana transfer 
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dari kabupaten, pemerintah desa menggunakan SiLPA tahun 

sebelumnya untuk memulai pembangunan dan efesiensi waktu. 

SiLPA tahun sebelumnya tidak dikembalikan ke kas negara 

melainkan digunakan untuk pembangunan yang akan datang. 

SiLPA tersebut dapat digunakan ketika APBDes sudah disahkan 

oleh camat. APBDes dapat mengalami perubahan anggaran, 

perubahan tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahunnya. 

b. Pelaksanan pengeluaran/belanja Dana Desa (DD) 

Dilaksanakannya belanja desa diprioritaskan untuk 

memenuhi semua kebutuhan pembangunan. Dimana pembangunan 

tersebut sudah disepakati dalam RPJMDes maupun RKPDes dan 

juga pembangunan yang harus sesuai dengan prioritas 

pemerintahan pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program 

pembangunan tersebut, bendahara desa melakukan pengeluaran 

belanja desa dari RKDes. 

Proses pelaksanaan pengeluaran belanja desa harus 

melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat 

oleh sekretaris desa, bendahara desa dan kasi perencanaan. Setelah 

terverifikasinya RAB tersebut bendahara desa akan membuat dan 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan SPP 

pemerintah desa dapat mengambil dana lalu dapat diserahkan 
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kepada pelaksana kegiatan. Jika bendahara tidak mengajukan SPP 

maka pencairan dana tidak akan terjadi. Berikut rincian penerimaan 

dana desa dan realisasi belanja menggunakan dana desa dalam 

bidang pembangunan tahun 2015-2019. 

Tabel 4.5 

Dana Desa (DD) dan Realisasi Dana Desa dalam Bidang 

Pembangunan 

 

Tahun Dana Desa 
Realisasi Dana Desa 

dalam Pembangunan 

Prosentase 

Penyerapan 

2015  Rp      278,382,423.87   Rp           223,340,459.00            80% 

2016  Rp      622,118,011.74   Rp           395,797,695.00            64% 

2017  Rp      796,741,220.34   Rp           576,260,348.00           72% 

2018  Rp      706,138,388.00   Rp           511,278,466.00            72% 

2019  Rp      801,061,227.00   Rp           454,621,855.00            57% 

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2019 

Dari tahun 2015-2019 penyerapan dana desa dalam bidang 

pembangunan sudah sesuai. Sebesar 70% digunakan untuk bidang 

pembangunan. Tetapi tahun 2015 penyerapan dana desa diatas 70% hal 

tersebut seharusnya tidak diperbolehkan. 

Hasil penelitian menumukan bahwa penyerapan dana desa di tahun 

2015 seluruh dana desa dialokasikan untuk bidang pembangunan maka 

dari itu prosentase penyerapan tinggi diatas 70%. Hal itu terjadi 

dikarenakan baru adanya dana desa maka fokus pemerintah desa 

pertama kali adalah membangun dan memelihara sarana/prasarana 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. 
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c. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa 

Agar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, 

kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas semua 

pelaksanaan tugas, hak kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan 

terutama dalam keuangan desa yang merupakan sebuah kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh kepala desa. Laporan dana desa akan 

berupa laporan realisasi penggunaan dana desa. Dimana didalamnya 

terdapat realisasi kegiatan apa saja yang sudah terealisasi 

menggunakan dana desa tersebut. 

Dalam laporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa tidak 

mengalami keterlambatan dalam melaporkan. Laporan dan 

pertanggungjawaban disampaikan kepada camat dan bupati/walikota. 

Selain disampaikan kepada camat, bupati/walikota, laporan dan 

pertanggungjawaban harus disampaikan atau dipublikasikan kepada 

masyarakat, dan ditempel ditempat yang strategis. Di Desa Bohar 

sudah dilakukan hal tersebut. Akan tetapi hanya ditempel di mading 

dan dijadikan banner yang diletakkan di balai desa, tidak ditempat 

umum atau tempat strategis sehingga masyarakat bisa membaca dan 

mengetahuinya dengan mudah. Hal itu dikarenakan jika diletakkan di 

persimpangan jalan atau ditempat umum yang strategis seperti media 

baleho tidak akan bertahan lama. 
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B. DAMPAK EKONOMI DARI IMPLEMENTASI DANA DESA 

DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN BAGI DESA 

Dampak ekonomi dari implementasi dana desa dapat diukur 

melalui konsep Value of Money dan Best Value. Di Desa Bohar dalam 

mengidentifikasi dan menetapkan dampak ekonomi menggunakan konsep 

Best Value. Indikator dari konsep tersebut berorientasi pada outcome 

(hasil) dari adanya kegiatan yang sudah dilakukan, terutama kegiatan 

pembangunan desa selain itu dapat diukur dengan 3E, yaitu Ekonomi, 

Efesiensi dan Efektivitas. Berikut pengukuran dampak ekonomi 

menggunakan konsep Value of Money (3E). 

Tabel 4.6 

Ekonomi 

 

Tahun  Anggaran RKPDes  APBDes Ekonomis 

2015  Rp    270,700,000.00   Rp 278,382,424.00  103% 

2016  Rp    726,552,568.00   Rp 627,242,870.87  86% 

2017  Rp    689,140,000.00   Rp 684,741,220.34  99% 

2018  Rp    135,000,000.00   Rp 629,684,847.00  466% 

2019  Rp    647,395,000.00   Rp 540,587,193.73  84% 

Sumber: Diolah dari RKPDes dan APBDes Tahun 2015-2019 

Suatu kegiatan yang dilakukan akan dikatakan ekonomis ketika 

dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu, karena 

ekonomi akan dikaitkan dengan hemat dan tepat guna. Dari tabel diatas 

kegiatan akan ekonomis apabila nilai ekonominya kurang dari sama 

dengan 100%. Dari adanya kegiatan serta anggaran kegiatan dari tahun 

pertama (2015) hingga tahun kelima (2019) sudah ekonomis kecuali 
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ditahun 2015 dan 2018. Hal tersebut dikarenakan terdapat dua kegiatan 

yang dianggarkan di RKPDes lebih sedikit dibanding dengan anggaran 

APBDes yang mana anggaran APBDes sudah dilakukan evaluasi oleh 

camat. 

Tabel 4.7 

Efisiensi dan Efektivitas 

 

Tahun APBDes 
Realisasi 

anggaran 
Efisiensi Efektif 

2015  Rp    278,382,424.00   Rp 223,340,459.00  80% 78% 

2016  Rp    627,242,870.87   Rp 388,208,545.00  62% 64% 

2017  Rp    684,741,220.34   Rp 819,778,239.00  120% 97% 

2018  Rp    629,684,847.00   Rp 511,278,466.00  81% 100% 

2019  Rp    540,587,193.73   Rp 454,621,855.00  84% 100% 

Sumber: Diolah dari APBDes dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2019 

Efisiensi merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya 

dengan baik. Dari tahun 2015-2019 sudah efesien kecuali ditahun 2017. 

Tidak efesiensinya kegiatan di tahun 2017 dikarenakan banyaknya 

kegiatan yang dilakukan terutama kegiatan pembangunan dengan biaya 

yang melebihi pendapatan dana desa di tahun 2017. Kegiatan tersebut 

dikatakan efesiensi apabila nilai prosentase kurang dari sama dengan 

100%. 

Efektif atau efektivitas akan melihat dari sisi berapa banyak 

terealisasinya kegiatan tersebut. Dari tahun 2015-2019 efektivitas 

sempurna berada di tahun 2018-2019 karena semua kegiatan terealisasi 

semua dengan prosentase 100%. Tetapi di tahun 2016 kegiatan yang sudah 

direncanakan tidak efektif, karena masih terdapat kegiatan yang tidak 

terealisasi. Prosentase efektivitas kegiatan di tahun 2016 sebesar 64%. 
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 Berdasarkan Konsep Best Value dimana konsep tersebut 

mengukur berdasarkan indikator outcome (hasil). Tahun 2015-2019 

mecapai hasil prosentase terealisasi kegiatan yang berbeda-beda. Dimana 

hasil yang baik didapatkan di tahun 2018 dan 2019 karena hasil dari 

kegiatan yang direncanakan terealisasi semua.  

Dari penggunaan pengukuran diatas maka dapat dilihat dari 

kegiatan yang telah direncakanan dan banyaknya kegiatan yang terealisasi 

dapat menimbulkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari adanya 

implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan bagi desa 

yaitu: 

1. Efektivitas berupa transportasi lancar, jalanan menjadi baik dan tidak 

rusak karena pemerintah desa setiap tahunnya selalu melakukan 

pembangunan jalan, baik berupa pavingisasi ataupun pemeliharaan 

jalan. Dengan lancarnya transportasi, masyarakat Desa Bohar yang 

memiliki usaha (pelaku UMKM) menjadi lebih efektif dalam proses 

distribusi dan pengiriman barang usahanya. Waktu yang dibutuhkan 

dalam hal tersebut menjadi lebih sedikit. Dengan adanya waktu yang 

lebih sdikit pelaku usaha dapat melakukan proses produksi dengan 

maksimal. Selain itu, para pemilik toko kelontong yang terletak di 

pinggir jalan utama dapat lebih efektif dalam hal kulakan, pemilik toko 

tidak perlu jauh-jauh untuk kepasar atau ke agen untuk membeli 

barang persediaan di tokonya, karena para memilik toko sudah 

dihampiri oleh sales-sales yang melewati jalanan tersebut. 
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2. Ekonomi berupa hasil pertanian dapat meningkat dengan adanya 

pembangunan dan pemeliharaan saluran air sawah petani pada musim 

kemarau masih dapat melakukan panen. Awalnya para petani hanya 

bisa melakukan panen satu kali pada musim kemarau sekarang dapat 

penen dua kali. Hasil panen yang dihasilkan menjadi 2 kali lipat 

dikarenakan panen yang dilakukan dua kali. Setiap panen 1 Ha akan 

menghasilkan kurang lebih 5 ton, maka dengan dua kali panen 1 Ha 

bisa menghasilkan kurang lebih 10 ton. Selain itu dengan adanya hal 

yang sudah disebutkan diatas pada bagian efektivitas para pelaku 

UMKM pendapatan meningkat 20%-30% karena proses distribusi dan 

pengiriman barang yang membutuhkan waktu lebih sedikit sehingga 

dapat memaksimalkan waktu untuk produksi. Untuk toko kelontong 

pendapatan yang diperoleh tidak menentu dan hanya mengalami 

meningkatan kurang lebih 2% peningkatakan terjadi dalam hal harga 

beli dari persediaan yang jauh lebih murah karena dihampiri oleh sales. 

Akan tetapi, sedikitnya peningkatan pendapatan tersebut dikarenakan 

banyak dibukanya toko-toko kelontong yang lainnya. 

3. Efisiensi berupa tata ruang yang lebih bersih dan rapi serta akses jalan 

lebih mudah. Tata ruang yang baik terlihat adanya rambu-rambu jalan 

yang dapat mempermudah mengetahui lokasi di wilayah Desa Bohar. 

Seperti halnya masyarakat yang melakukan usaha online mereka 

membutuhkan bantuan gojek ataupun grab untuk mengirimkan barang 

kepada customer. Dengan adanya rambu-rambu tersebut 
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mempermudah untuk bapak gojek atau grab menemukan lokasi warga 

yang menggunakan jasa mereka. 

Dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat yang terkena langsung 

maupun tidak langsung dari adanya pembangunan desa. Masyarakat yang 

bermata pencaharian sebagai petani merasakan bahwa dengan dibangun 

dan dipeliharanya saluran air di sawah dapat meningkatkan hasil panen 

mereka terutama di musim kemarau. Selain itu masyarakat juga 

mengatakan dengan adanya pembangunan tata ruang di lingkungan 

menjadi lebih rapi dan bersih. Jalanan yang masyarakat lalui lebih bagus 

tidak rusak lagi serta mengurangi kecelakan karena sudah tidak ada lubang 

jalan yang digenangi air pada saat hujan turun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan analisis tentang implementasi 

Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bohar 

selama kurung waktu 5 (lima) tahun 2015-2019, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi DD dalam meningkatkan pembangunan desa secara teknis 

ataupun administrasi sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Implementasi DD dimulai dari perencanaan hingga laporan 

pertanggungjawaban . Dalam proses perencanaan partisipasi masyarakat 

cukup tinggi, tetapi pengetahuan masyarakat tentang pembangunan desa 

masih sangat minim. Perencanaan pembangunan yang diusulkan masih 

seputar pembangunan fisik, untuk pemberdayaan masih belum ada dalam 

usulan dan realisasi kegiatannya. Dalam proses penganggaran, prosentase 

penyerapan anggaran dalam pembangunan setiap tahunnya berkisar antara 

57% - 80%. Dalam proses pelaksanaan, masih terdapat kegiatan yang tidak 

terealisasi dari RKPDes dan kegiatan diluar RKPDes terealisasi semua. 

Dalam proses pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan 

kepada masyarakat secara tertulis yang berupa banner yang dipasang di 

balai desa. 

2. Dalam dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya DD terhadap 

pembangunan desa adalah terdapat pembangunan saluran air. Dimana 

pembangunan tersebut dapat meningkatkan hasil panen para petani di 
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desa. Secara efesiensi tata ruang di Desa Bohar lebih tertata rapih dan 

bersih dan juga akses jalan menuju desa lain lebih mudah dan cepat. 

Secara efektivitas transportasi masyarakat lancar yang berupa akses jalan 

tidak lagi rusak karena pemerintah desa melakukan pembangunan dan 

pemeliharaan jalan setiap tahunnya. 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan penulis diatas, maka penulis 

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa perlu memberikan sosialiasi dan pemahaman kepada 

masyarakat tentang apa itu pembangunan desa, agar usulan dari 

masyarakat berkembang tidak hanya mengusulkan pembangunan yang 

berupa fisik. 

2. Pemerintah desa perlu membangunan dan mendirikan BUMDes agar 

pendapatan asli desa dapat meningkat, serta pedapatan masyarakat dapat 

meningkat. 

3. Pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan kepada masyarakat desa 

guna mengembangkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan 

kewirausahaan, kerajinan tangan dari barang bekas, dan lain sebagainya. 

4. Pemerintah desa perlu membuat website desa agar masyarakat dapat 

mengakses informasi desa dengan mudah, mengikat sekarang sudah 

berada diera 4.0. Selain itu juga dapat meminimkan biaya publikasi. Dan 

pemerintah desa diharapkan dapat selalu mengupdate informasi atau profil 

desa secara berkala.  
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